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MOTTO 

QS Al-Hujurat:49 

ا  مً وْ وا  قَ يبُ ُصِ َنْ  ت وا  أ نُ يَّ بَ َ ت إ   فَ بَ نَ ق   بِ اسِ مْ  فَ كُ اءَ نُوا  إِنْ  جَ ينَ  آمَ ذِ ا  الَّ هَ َيُّ ا  أ  يَ

ينَ  مِ ادِ ُمْ  نَ ت لْ عَ ا  فَ لَى   مَ وا  عَ حُ بِ ُصْ ت ة   فَ الَ هَ جَ  بِ
“Hal orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu 

berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah 

kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu” (Affandi, 2020). 
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ABSTRAK 

Kehadiran Covid-19 berimbas pada banyak aspek salah satunya 

penyelenggaraan ritual ibadah. Ibadah haji yang prosesinya melibatkan jutaan 

orang juga terdampak karena bila diselenggarakan berpotensi menjadi episentrum 

penyebaran Covid-19. Pemerintah Saudi selaku tuan rumah melakukan 

penangguhan penerbangan internasional serta tidak segera memberikan kepastian 

membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan memutuskan 

penundaan keberangkatan ibadah haji di tahun 2020-2021. Keputusan pembatalan 

haji ini disambut negatif oleh masyarakat karena berdampak negatif bagi waiting 

list ibadah haji di Indonesia. Imbas dari penundaan ini memunculkan opini negatif 

dari berbagai kalangan sehingga bila tidak ditangani dengan baik dapat mengancam 

citra dan reputasi yang selama ini dibangun oleh Kemenag RI. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengkaji komunikasi krisis Kemenag RI guna memulihkan 

reputasi pasca pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020-2021. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tahapan strategi respon 

krisis serta teori pemulihan reputasi Image restoration theory (IRT) yang 

dicetuskan oleh William Benoit. Sementara itu, metode yang digunakan penulis 

ialah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam 

memulihakan reputasi, beberapa penerapan startegi IRT yang dilakukan oleh 

Kemenag RI yakni dengan melakukan permohonan maaf kepada publik,  good 

intentions dengan mengupayakan persiapan rancangan keberangkatan ibadah haji 

meskipun akhirnya pemerintah Saudi menangguhkan keikutsertaan jemaah 

internasional serta memberikan kompensasi dengan mengizinkan jemaah untuk 

melakukan penarikan setoran awal dan tidak membebankan biaya kenaikan Bipih 

kepada jemaah lunas tunda yang berangkat di tahun 2022 serta 2023.  

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Hubungan Masyarakat, Kementerian Agama 

Republik Indonésia, Komunikasi Krisis 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jumali (2020:17) menekankan bahwa penyelenggaraan ibadah haji di 

Indonesia bukan sekedar pelaksanaan ritual ibadah akan tetapi berkaitan hajat hidup 

ratusan ribu jemaah. Oleh karena itu, agar lebih tertata serta profesional 

penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur dalam  Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Sattar & Hasanah, 

2023:44). Dengan adanya landasan normatif tersebut, Kemenag selaku aktor utama  

bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan supaya para jemaah haji dapat 

melaksanakan hajinya dengan nyaman, aman dan sesuai syariat sehingga 

diharapkan dapat memperoleh kesempurnaan ibadah serta haji mabrur (Choliq, 

2014:82). 

Masifnya penularan virus corona menyebabkan berbagai negara melakukan 

berbagai upaya untuk memutuskan rantai penularan Covid-19. Salah satu langkah 

yang diambil yakni meniadakan agenda yang sekiranya melibatkan banyak orang 

salah satunya penyelenggaraan ibadah haji. Pertemuan jemaah dalam jumlah besar  

yang berasal dari berbagai macam negara berpotensi  menimbulkan episentrum 

penyebaran Covid-19 (Ebrahim et al., 2021:1). Oleh sebab itu, guna 

memprioritaskan kesehatan, keselamatan dan keamanan seluruh jemaah haji 

Kemenag memutuskan menunda keberangkatan haji tahun 2020 yang dituangkan 

melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020  tentang  

Pembatalan Keberangkatan Jemaah  Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 

2020.   

Keputusan terkait pembatalan haji di Indonesia diputuskan berdasarkan 

kebijakan Arab Saudi. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bila pemerintah Saudi  

hanya mengizinkan warga negara Arab Saudi dan warga negara non-Arab yang  

tinggal di Arab Saudi yang diperbolehkan melakukan ibadah haji yang jatuh pada 

Juli tahun 2020. Di lain sisi King Saudi Arabia (KSA) juga tidak  segera 

memberikan kepastian mengenai pembagian kuota jemaah haji, sehingga Kemenag 
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tidak memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan hal teknis serta 

operasional keberangkatan jemaah haji.  

Penangguhan penyelenggaraan haji bagi Warga Negara Asing  (WNA) di luar 

Arab Saudi memberikan dampak serius bagi jemaah haji. Hal tersebut dikarenakan 

kouta haji tiap  tahunnya terbatas sehingga para jemaah membutuhkan waktu yang 

lama  untuk menunaikan ibadah haji (Djamil et al., 2020:2). Dalam data dari 

Kementerian Agama Republik Indonesia, hampir 60% calon jemaah haji 

merupakan jemaah lansia (Hasanah et al., 2022:2). Tertudanya keberangkatan 

penyelenggaraan haji tentu menimbulkan kekhawatiran jemaah manula terkait 

istita’ah kesehatan yang akan ditanggung saat keberangkatan kelak (Hasanah, 

2023:394). 

Penangguhan keberangakatan jemaah haji mendapatkan berbagai macam 

respon dari para stakeholder.  Tanggapan dan reaksi negatif  tidak hanya 

dilontarkan oleh jemaah haji keberangkatan 2020 tetapi juga para anggota DPR RI. 

Muhammad Fauzi selaku Anggota Komis VIII DPR mengungkapkan 

kekecewaannya terhadap sikap Menteri Agama yang dianggap secara sepihak 

memutuskan pembatalan haji 2020.  Hal tersebut menjadi dasar penolakan Komisi 

VIII DPR RI terhadap permintaan Menag untuk membicarakan masalah 

pembatalan haji di pertemuan yang digelar pada Kamis 4 Juni 2020. Fauzi 

menambahkan, kekecewaan Komisi VIII DPR didasari karena pihak Kemenag RI 

tidak mengkoordinasikan keputusan pembatalan haji 2020 dengan DPR 

sebelumnya. Padahal, sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan  Ibadah Haji dan Umrah, seharusnya setiap keputusan terkait haji 

dibicarakan dengan DPR RI (Sadewo, 2020). Selain itu Komisi Nasional (Komnas) 

Haji dan Umrah juga menghimbau untuk mengawal keputusan pembatalan karena 

berkaitan dengan pengembalian nilai manfaat atas pelunasan Biaya Perjalanan 

Ibadah Haji (BPIH) dan pengembalian dokumen jemaah (BBC News Indonesia, 

2020). 

Penundaan keberangkatan ibadah haji otomatis menjadi topik perbincangan 

berbagai pihak sehingga berita terkait beredar dengan cepat. Salah satu isu yang 

hangat diperbincangkan ialah terkait surat yang dikirimkan oleh Duta Besar Arab 
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Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed al-Thaqafi kepada Ketua DPR RI Puan 

Maharani. Dalam suratnya, Dubes Essam menyanggah pernyataan apabila 

Indonesia yang tidak mendapatkan kuota haji serta adanya 11 negara telah 

memperoleh kuota haji seperti yang  telah dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI 

Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. 

Essam Bin Abed Al-Thaqafi menjelaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi belum 

mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2020. 

Essam menghimbau anggota dewan untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu 

dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi 

ataupun di Indonesia (Mangihot, 2021). 

Isu-isu miring menimbulkan krisis bagi  reputasi organisasi. Hasil wawancara 

yang  dilakukan  penulis dengan Amnia Salma salah satu Staff di Hubungan 

Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI,  menyampaikan bila isu-

isu negatif yang beredar di masyarakat menciderai reputasi Kemenag selaku 

lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan haji di Indonesia. 

Hal tersebut dikarenakan rendahnya literasi masyarakat membuat hoax yang yang 

terus menerus tersebar merupakan hal yang valid (Faturohmah & Salim, 2022:122).  

Salma meluruskan bila keputusan penangguhan keberangkatan haji 

disebabkan karena lambannya pemerintah Saudi dalam memeberikan kepastian 

terkait operasional haji di masa pandemi. Padahal  persiapan penyelenggaraan haji 

sangat kompleks karena Kemenag RI harus mempersiapkan bimbingan manasik, 

transportasi, konsumsi serta akomodasi bagi jemaah haji baik selama di Tanah Air 

maupun di Arab Saudi oleh karena itu persiapan harus segera dilakukan. Salma 

menerangkan, pihak Kemenag RI juga mempertimbangkan istitha'ah kesehatan 

jemaah haji. Apabila, tetap memaksa pelaksanaan prosesi ibadah haji  kemungkinan 

penularan yang masif bahkan bukan tidak mungkin menjadi  episentrum penularan 

Covid-19 yang malah memunculkan kemudharatan yang luar biasa.  

Salma menyayangkan bila niat baik Kemenag tidak mendapatkan respon 

positif dari masyarakat. Malah stakeholder mempersepsikan bahwa Kemenag RI 

dan pemerintah Indonesia tidak mengupayakan negosiasi dengan maksimal dengan 

pemerintah Arab Saudi. Gencarnya pemberitaan pembatalan haji semakin 
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memperparah timbulnya respon negatif dari masyarakat bahkan membentuk 

buruknya opini masyarakat sehingga mengancam citra Kemenag RI sebagai pihak 

yang diamanahi negara untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. 

Dilihat dari pandangan negatif dari masyarakat dan media dengan adanya 

perubahan aturan keberangkatan haji tersebut, apabila divisi Humas tidak 

mempunyai strategi komunikasi krisis yang tepat, maka persoalan tersebut dapat 

menjatuhkan reputasi Kemenag RI, maka penulis merasa perlu untuk membuat 

penelitian terkait “Komunikasi Krisis Divisi Humas Kementerian Agama RI Untuk 

Memulihkan Reputasi Pasca Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020-

2021”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini adalah apa 

komunikasi krisis yang diambil Divisi Humas Kementerian Agama RI guna 

memulihkan reputasi pasca pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020-

2021? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

berikut ini peneliti rumuskan tujuan dari adalah guna memahami komunikasi krisis 

yang dilakukan Divisi Humas Kementerian Agama RI untuk memulihkan reputasi 

pasca pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020-2021 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terdiri dari dua 

bagian yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau dapat memberikan 

informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan studi kasus 

mengenai komunikasi krisis yang akan mempengaruhi reputasi suatu 

organisasi. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi Kemenag RI, diharapkan  hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan dalam merancang bagaimana menerapkan komunikasi krisis yang 
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bertujuan untuk melakukan pemulihan reputasi  di Kemenag RI. Bagi 

perusahaan lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

mengelola komunikasi, pengetahuan, pemahaman dan gambaran mengenai 

komunikasi  krisis untuk pemulihan reputasi. 

E. Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam melakukan penelitian ini, 

peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang  mempunyai beberapa persamaan 

maupun perbedaan namun tetap dalam satu konteks yang sama. 

Pertama, studi yang dilakukan oleh Fresica Andini pada tahun 2021 berjudul 

“Komunikasi Krisis PT. Silver Silk Tour Dan Travel  Dalam Menghadapi 

Pembatalan Keberangkatan  Haji Dan Umrah Selama Covid 19 Di Kota  

Pekanbaru”. Penelitian ini meninjau strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh 

PT. Silver Silk Tour dan Travel akibat pademi Covid-19. Diharapkan komunikasi 

krisis yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam meminimalisir dampak seperti 

komplain yang diajukan jemaah serta tuntutan pengembalian dana. Skripsi  ini 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui 

wawancara semi struktur.  Teori yang digunakan oleh PT. Silver Silk Tour Dan 

Travel dalam meminimalisir dampak krisis yakni dengan menggunakan strategi 

komunikasi krisis oleh Rachmat Kriyantono.  

Hasil penelitian ini menunjukkan jika PT. Silver Silk Tour Dan Travel 

menerapkan 7 strategi dari 10 strategi komunikasi krisis yang ada yakni adanya tim 

komunikasi, menghimpun fakta mengenai krisis guna memberi informasi ke 

jemaah, terbuka guna mencegah adanya miscommunication melalui whatsapp 

messenger, penyampaian informasi dengan hati-hati dengan melakukan konfirmasi 

direktur perusahaan, menerapkan komunikasi reputasi dengan menerbitkan 

publikasi secara berkala, menerapkan komunikasi empati dengan cara 

memposisikan perasaan sebagai jemaah batal berangkat dan menyediakan berbagai 

macam saluran komunikasi berupa saluran tatap muka, sosial media dan media 

nirmassa agar jemaah dapat menyampaikan aspirasi dengan lebih leluasa (Andini, 

2021). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji ialah 

penggunaan metode kualitiatif serta mengkaji komunikasi yang dilakukan oleh 
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lembaga akibat krisis yang disebabkan oleh hadirnya covid-19. Sementara itu 

perbedaanya terletak pada teori utama yang dikaji dalam mengatasi krisis. 

Kedua, studi yang dilakukan oleh Laranty Irabella dan Maman Chatamallah 

dengan judul “Manajemen Krisis PRs PT. X Kota Pekanbaru pada  Pengunduran 

Haji dan Umrah di Era Pandemi Covid-19”. Tujuan penelitian ini adalah guna 

memaparkan tahapan manajemen krisis yang diambil oleh PT X kota Pekanbaru 

serta hambatan dan dukungan dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan wawancara, 

observasi,  dokumentasi, dan studi kepustakaan sewaktu mengumpulkan data. 

Dalam menghadapi krisis yang ada PT X menggunakan 4 tahapan crisis plan yakni 

planning, communication during a crisis, responding in a crisis, recovery  and 

evaluation. 

Pada tahap planning perusahaan segera membentuk tim guna menghadapi 

krisis yang ada, pemindaian informasi terkait keadaan terkini, menjadi narahubung 

antara jemaah dan perusahaan. Communication during a crisis mengkomunikasikan 

kepada  jemaah gagal berangkat mengenai segala sesuatu yang menyebabkan 

penangguhan umrah oleh pemerintah Arab Saudi  dan memberi pengertian bahwa 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) tidak dapat dikembalikan guna 

reschedule sewaktu penyelenggaraan umrah di situasi normal. Responding in a 

crisis, di tahap ini perusahaan memanfaatkan fungsi media sosial untuk 

mengabarkan pemberitaan terkini, memahami persepsi jemaah serta lingkungan 

bisnis perjalanan ibadah umrah, menganalisis rencana yang telah dibuat. Recovery  

and evaluation di tahap ini perusahaan meminta  maaf kepada jemaah gagal 

berangkat, mempererat tali silaturahmi melalui whatsapp grup atau bertemu  secara 

langsung (Irabella & Chatamallah, 2021). Perbedaan penelitian ini dibanding  yang 

tengah penulis lakukan yakni terletak pada perbedaan focus penelitian dimana 

dalam penelitian ini topik mengkaji manajemen krisis, sementara penelitian ini 

hanya mengkaji komunikasi yang notabenya hanya salah satu aspek dalam 

penerapan manajemen krisis, tentunya  teori utama yang dikaji dalam mengatasi 

krisis berbeda. 
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Ketiga, studi yang dilakukan Ascharisa Mettasatya Afrilia di tahun 2018 

yang berjudul “Memetakan Manajemen Krisis Perusahaan Jasa  Travel Umrah First 

Travel dalam Menghadapi  Krisis Perusahaan”. Penelitian ini meninjau langkah 

yang diambil oleh First Travel dalam menghadapi krisis terkait menurunnya 

kepercayaan masyarakat kepada pihak First Travel yang gagal memberangkatkan  

jemaahnya. Dalam situasi krisis, peranan  PRs sangatlah dibutuhkan guna menjadi 

jembatan komunikasi pihak internal perusahaan kepada publik. Hasil penelitian 

menunjukkan pihak First Travel gagal mengelola krisis yang ada dengan 

mengabaikan laporan para calon jemaah nya serta memilih menghindar dan tidak 

terbuka dalam memberi tanggapan pada keluhan konsumennya hingga akhirnya  

banyak pihak jemaah yang membawa permasalahan gagal berangkat ke pihak 

hukum sehingga citra First Travel semakin terpuruk (Afrilia, 2018). Perbedaan 

penelitian yakni permasalahan dan jenis krisis yang diteliti dengan kajian terdahulu 

berbeda.  Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis krisis yang dialami Kemenag 

ialah krisis reputasi yang notabennya berasal dari eksternal organisasi, sementara 

dalam krisis dalam penelitian ini ialah perusahaan melakukan tindakan criminal 

dengan menyelewengkan uang jemaah sehingga jemaah umrah mengalami gagal 

berangkat umrah. 

Keempat, studi yang dilakukan oleh Irene Silviani, Inggrit Febriani Pardede, 

David Cardona Sembiring dengan judul “Komunikasi Krisis dalam New Normal”. 

Penelitian ini membahas mengenai komunikasi krisis yang dihadapi Pemerintah. 

Tujuan diadakannya studi ini ialah untuk meninjau komunikasi krisis yang 

dilakukan oleh pemerintah saat menghadapi pandemic Covid-19 yang sebelumnya 

diluar prediksi sehingga ditelaah serta diperbaruinya program, target, dan major 

projects di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024. 

Pemerintah perlu melakukan menelah kembali terhadap rencana jangka 

menengah mengingat pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus 

untuk penanganan Covid-19. Pemerintah mempunyai tiga alternatif dalam 

perencanaan jangka menengah, apakah tetap dengan rencana semula, melakukan 

revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan 
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asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi Covid-19 dan dampak 

ekonomi yang mengiringinya. Memahami pola krisis dapat membantu pelaku 

komunikasi mengantisipasi kebutuhan informasi masyarakat, pemangku 

kepentingan, dan media (Silviani et al., 2020). Meski memiliki persamaan terkait 

penyebab krisis yakni kemunculan covid-19 akan tetapi topik penerapan berbeda, 

dimana dalam penelitian ini hanya meninjau komunikasi krisis saat penerapan new 

normal di Indonesia.  

Kelima, studi yang dilakukan oleh Lesmana Nahar di tahun 2020, dengan 

judul “Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa komunikasi krisis 

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintah pusat. Penelitian 

dilakukan dengan metode kualitatif dengan menelusuri dan menganalisa dokumen 

berita di media tradisional, media online dan media sosial serta observasi dan 

fenomena yang terjadi di masyarakat selama krisis terjadi. Dari hasil penelitian 

ditemukan bahwa pemerintah pusat telah berusaha semaksimal mungkin 

melaksanakan komunikasi krisis dengan menggunakan semua media yang ada. 

Walaupun ada beberapa catatan dan saran yang diajukan peneliti untuk perbaikan 

dan penyempurnaan dimasa yang akan datang (Nahar, 2020). Meski memiliki 

persamaan terkait penyebab krisis yakni kemunculan covid-19 akan tetapi topik 

penerapan berbeda, dimana dalam penelitian ini meninjau penerapan komunikasi 

krisis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.  

Tinjauan pustaka yang dipaparkan penulis dalam penelitian diatas juga 

menggunakan metode penelitian kualitatif, dan hasil dari semua penelitian 

terdahulu diatas menunjukan proses dari suatu instansi pemerintah atau perusahaan 

dalam proses komunikasi krisis dan manajemen krisis. Sebagai aspek kebaruan dari 

penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan Image restoration theory (IRT) 

menurut Benoit  sebagai teori utama dan acuan peneliti untuk memperoleh hasil 

penelitian mengenai komunikasi krisis Divisi Humas Kementerian Agama RI untuk 

memulihkan reputasi pasca pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020-

2021. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode atau teknik yang biasa digunakan oleh 

seorang peneliti untuk mengumpulkan data maupun informasi saat melakukan 

penelitian yang disesuaikan dengan subjek serta objek yang diteliti. Metode 

penelitian ini menjelaskan mengenai cara atau proses suatu penelitian yang terdiri 

dari: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif (Suwendra, 2018:4). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif karena metode ini 

dapat digunakan dalam mengamati permasalahan salah satunya dalam kehidupan 

kerja organisasi (Gunawan, 2022: 80-81). 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan 

manajemen komunikasi.  Manajemen komunikasi bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan tentang  perspektif, paradigma, teori, model, metodologi penelitian, 

dan konsep-konsep  komunikasi serta aspek-aspek manajerial untuk kepentingan 

pengelolaan sumber  daya komunikasi dalam berbagai bentuk dan konteks dalam 

mewujudkan  efektivitas komunikasi (Riinawati, 2019:26). Peneliti bermaksud 

memahami cara Kemenag RI berkomunikasi di situasi krisis akibat pembatalan 

keberangkatan ibadah haji di tahun 2020-2021. Dalam momen tersebut Kemenag 

banyak menerima opini negatif bahkan hoax dari berbagai kalangan sehingga 

apabila Kemenag tidak melakukan komunikasi dengan baik, hal tersebut akan 

menurunkan citra dan reputasi Kemenag di mata masyarakat. Metode deskriptif 

digunakan sebagai cara untuk menjabarkan bagaimana komunikasi krisis yang 

dilakukan Kemenag dalam masa tersebut. 

2. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data merupakan objek tempat memperoleh data (Pimay et al., 2018: 

63). Sumber dan jenis data yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut: 

a. Sumber dan Jenis Data Primer 

Sumber data primer bersumber dari beberapa narasumber yang berasal dari 

anggota Tim Manajemen Krisis yang dibentuk oleh Kemenag RI yakni Amir 

Hamzah sekaligus kepala subdirektorat pendaftaran dan pembatalan haji 

regular divisi Direktorat Penyelenggaraan Haji Dalam Negeri, serta Amnia 
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Salma selaku statistisi Ahli pertama pada sub Bagian Humas dan Perencanaan. 

Selain itu, menggali komunikasi krisis yang diterapkan Kemenag dengan 

mewawancarai Alam Agoga Hasibuan selaku Kepala Bagian Perencanaan dan 

Humas serta Agung Nugroho  selaku Kepala kepala subdirektorat Divisi 

Humas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).  Data primer diperoleh 

langsung dari narasumber yang secara langsung memberikan data kepada 

pengumpulan data (Majid, 2017: 34).  Oleh karena itu data primer dalam 

penelitian ini ialah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 

narasumber yang telah penulis sebutkan dalam sumber data primer diatas. 

b. Sumber dan Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah website maupun platform 

Kemenag RI maupun pihak lain yang sekiranya membahas pembatalan 

keberangkatan haji akibat pademi covid-19. Data sekunder penulis peroleh dari 

mengumpulkan dokumen berupa tulisan-tulisan (Suwendra, 2018: 10). Data 

sekunder  dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan sebagai kegiatan 

pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, video, berita, 

dan sumber lainnya yang sekiranya dapat menunjang data terkait komunikasi 

krisis yang dilakukan oleh Kemenag RI dalam pembatalan keberangkatan 

ibadah haji di tahun 2020-2021.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam mengumpulkan 

data untuk memperoleh hasil yang diharapkan untuk menyelesaikan penelitian 

(Winarni, 2018:79).  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan studi kepustakaan.  

a. Wawancara 

Teknik yang dipakai penulis dalam menggali data primer  ialah wawancara 

semi terstruktur  (Fitrah & Luthfiyah, 2023:69). Dalam wawancara, peneliti tetap 

berpedoman pada draft pertanyaan yang memuat topik yang diteliti (Sugiyono, 

2021:74). Dalam wawancara ini, penulis tetap membuat draft pertanyaan agar 

wawancara tetap terarah, akan tetapi dalam proses wawancara penulis 

mengembangkan pertanyaan sehingga data yang diperoleh lebih mendalam serta 
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dapat menjawab pertanyaan menengenai komunikasi krisis yang dilakukan oleh 

Kemenag RI. 

b. Studi Pustaka 

Teknik yang dipakai penulis dalam menggali data sekunder  ialah 

menggunakan teknik studi Pustaka (Fadli, 2021:33). Disini penulis menelusuri 

berbagai sumber berkaitan denngan fenomena yang berkaitan dengan 

komunikasi krisis pembatalan keberangkatan haji di tahun pandemi covid-19 

yang dilakukan oleh Kemenag RI.  

3. Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman (1984) dalam Pahleviannur et al., (2022:139) 

mengemukakan empat aktivitas dalam analisis data kualitatif. Analisis ini 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data collection, data 

reduction, data display, conclusion drawing terakhir verification. 

a. Data Collection  

 Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dan studi 

pustaka. Pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang lama sehingga akan 

diperoleh banyak data dan sangat bervariasi. Pada pelaksanaan hasil wawancara 

yang dilakukan dengan informan nantinya akan dicocokan dengan data yang 

didapat, sehingga tidak ada data yang diragukan dan sudah sesuai dengan kenyataan 

di lapangan (Pahleviannur et al., 2022:139) 

b. Data Reduction  

Data yang diperoleh dari lapangan dan jumlahnya cukup banyak, karena itu 

harus dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data ini adalah dimana peneliti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting 

dan dicari tema dan polanya (Pahleviannur et al., 2022:140). Hanya informasi 

terkait cara atau langkah-langkah, kebijakan, serta tanggapan pemerintah 

khususnya Kementerian Agama RI dalam menghadapi masa krisis reputasi akibat 

pembatalan keberangkatan haji pada 2020-2021. Kemudian, data yang terpilih 
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disusun dan dirangkai peneliti agar selanjutnya dapat dianalisis dan didiskusikan 

berdasarkan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. 

c. Data Display  

Data yang telah direduksi disajikan, dengan begitu akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut (Pahleviannur et al., 2022:141). Peneliti tidak hanya 

menyajikan berupa informasi yang berbentuk naratif, namun juga beberapa data 

berupa grafik, gambar, serta bagan yang dirancang untuk menemukan pola atau 

jalan menuju jawaban atas masalah mengenai tahapan komunikasi krisis yang 

dilakukan oleh Kementerian Agama RI. 

d. Conclusion Drawing and Verification 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas (Pahleviannur, et al., 2022:141).  

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca mudah memahami urutan 

dari penelitian, Skripsi ini disusun agar dapat menggambarkan arah dan tujuan dari 

skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut:  

1. Bagian pertama berisi bagian judul, halaman nota pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstraks, kata 

pengantar dan daftar isi. 

2. Bagian isi yang terdiri dari lima bab: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II : Bab ini menerangkan tentang bagaimana landasan teori yang 

berkaitan tentang penelitian yang diangkat penulis yakni komunikasi 

krisis, hubungan masyarakat serta hubungan masyarakat pemerintah. 

BAB III : Gambaran Umum Data Penelitian. Bab ini menerangkan gambaran 

umum tentang data-data yang ada pada rumusan masalah. Adapun 
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bagian dari bab ini adalah data-data yang bersumber dari dokumen 

organisasi Kemenag RI seperti profil organisasi, kebijakan mengenai 

pembatalan keberangkatan jemaah  haji serta komunikasi krisis yang 

dilakukan oleh Kemenag RI pasca terbitnya peraturan mengenai 

pembatalan haji di tahun 2020-2021 tersebut. 

BAB IV: Analisis dan Hasil Penelitian. Bab ini memaparkan analisis dan 

mendeskripsikan  strategi pengelolaan krisis oleh Divisi Humas 

Kementerian Agama dilihat dari sudut pandang IRT serta bagaimana 

strategi IRT yang diterapkan oleh Divisi Humas Kementerian 

Agama RI. 

BAB V : Penutup. Bab ini menjelaskan bahwa penulis akan berusaha 

memberikan kesimpulan dari keseluruhan bahasan skripsi ini serta 

saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil 

dari tulisan ini. 

3. Bagian terakhir berisi lampiran-lampiran, data dan daftar riwayat hidup penulis. 
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BAB II  

KOMUNIKASI KRISIS, HUMAS,  REPUTASI 

A. Komunikasi Krisis 

Komunikasi krisis merupakan hal yang penting dalam kehidupan 

berorganisasi. Sementara itu komunikasi krisis terdiri atas 2 termin yakni 

komunikasi dan krisis. Guna mempermudah pemahaman maka penulis akan 

memaparkan istilah krisis terlebih dahulu. Krisis merupakan ujian bagi eksistensi 

diri, baik perusahaan maupun sebagai individu. Organisasi tidak pernah tahu 

dengan pasti kapan krisis datang menghampiri. Namun, dapat mempersiapkan diri 

menghadapi krisis dengan memahami prinsip-prinsip yang benar oleh sebab itu 

krisis seringkali dianggap sebagai turning point in history life, yaitu suatu titik balik 

dalam kehidupan yang dampaknya memberikan pengaruh signifikan, ke arah 

negatif maupun positif, tergantung reaksi dalam menanggapi hal tersebut (Nova, 

2009:55). Bila organisasi tersebut mampu menarik pelajaran dari krisis yang 

dialaminya, maka organisasi tersebut akan mampu menjadi lebih baik (Kriyantono, 

2015:173). 

Situasi krisis biasanya bersifat labil serta memiliki kemungkinan negative 

bagi organisasi. Secara lengkap  Nova (2011:168) mendefinisikan krisis sebagai 

kejadian yang tidak diharapkan, berdampak dramatis, kadang belum pernah terjadi 

sebelumnya yang mendorong organisasi kepada suatu kekacauan dan dapat 

menghancurkan organisasi tersebut tanpa adanya tindakan nyata. Biasanya 

merupakan sesuatu yang dilebih-lebihkan oleh media untuk menarik perhatian 

masyarakat. Institusi atau perusahaan dalam masa krisis perlu mengambil tindakan 

yang menunjukkan kepedulian dan empati terhadap masyarakat. Dari definisi diatas 

disimpulkan bahwa jika organisasi mengalami situasi krisis, maka prosedur-

prosedur normal tidak berjalan dengan baik. Jika situasi ini terus berlanjut dalam 

waktu lama, akan menghasilkan beberapa hasil negatif yang tidak diharapkan 

(Suparmo, 2011:100). Dalam bukunya, Nova (2011:75) menjelaskan macam-

macam faktor penyebab krisis, yaitu: 

1) Bencana alam. Kemunculan bencana alam dapat mempengaruhi aktivitas 

organisasi, seperti banjir bandang yang menggenangi sawah petani dapat 
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menyebabkan gagal panen sehingga negara kekurangan stok pangan (Nova, 

2011:75). 

2) Kecelakaan industri.  Kecelakaan industri memiliki banyak ragam mulai dari 

mesin yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kebakaran, hingga 

kecelakaan kerja. Contohnya kecelakaan pesawat Adam Air KI 457 rute Jakarta-

Manado di Majene menyebabkan runtuhnya reputasi perusahaan hingga 

mengalami pailit. Kecelakaan ini menjadi alasan reformasi perbaikan 

keselamatan maskapai di Indonesia (Fitri et al., 2020:104) 

3) Produk yang kurang sempurna. Biasanya hal ini terjadi karena produk yang 

dihasilkan perusahaan cacat sehingga harus menarik produk yang beredar di 

pasaran. Contoh akibat ditemukannya adanya kandungan salmonella  dalam 

jajanan kinderjoy, BPOM memutuskan untuk menangguhkan penjualan produk 

tersebut di pasaran (Fikri et al., 2022:249). 

4) Buruknya persepsi publik terhadap organisasi. Biasanya krisis terjadi karena  

krisis sebelumnya belum ditangani dengan baik. Inilah yang menyebabkan 

kerugian yang berlipat ganda, baik dari segi keuangan maupun moral karyawan. 

Selain itu, citra perusahaan pun akan terus memburuk. Salah satu contoh kasus 

krisis karena persepsi publik adalah kinerja PLN di mata konsumen, saat 

terjadinya pemadaman listrik secara menyeluruh di Jakarta pada tahun 2019 

(Nurulhuda et al., 2022:291). 

5) Hubungan kerja yang buruk dengan karyawan. Biasanya, krisis ini dapat 

mengarakan pada kondisi tidak terkendali yang serius dalam operasional 

perusahaan karena karyawan akan melakukan mogok kerja. Contoh krisis karena 

hubungan kerja yang buruk ini terjadi saat karyawan PT. Aice Indonesia 

melakukan demo mengenai penuntutan hak mereka sebagai karyawan yang 

terjadi pada tahun 2019-2020 sehingga beredar aksi boikot Aice di masyarakat 

(Regina et al., 2021:154). 

6) Kesalahan strategi bisnis. Penyebab utama krisis ini adalah perencanaan atau 

implementasi strategi bisnis yang keliru atau tidak tepat yang dilakukan oleh 

manajemen. Contoh kasus dalam krisis ini adalah kasus Eiger pada tahun 2019 

lalu yang memberikan teguran kepada reviewer produk nya di youtube, teguran 
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tersebut di berikan melalui email yang berisi permintaan untuk menghapus video 

tersebut (Syukron, 2021:1619). Hal tersebut menarik perhatian netizen sehingga 

menghasilkan opini public yang negatif di media sosial. 

7) Masalah kriminal. Kasus kriminal merupakan ancaman besar bagi organisasi. 

Biasanya krisis ini muncul apabila anggota organisasi melakukan tindakan 

kriminal contoh pembajakan, pelecehan dan lain sebagainya (Nova, 2011:75). 

8) Pergantian manajemen. Biasanya krisis ini muncul bila CEO dari perusahaan 

mengalami pergantian saat situasi kurang baik. Contoh dari kasus ini ialah 

semakin menurunnya harga saham setelah CEO memutuskan untuk keluar dari 

perusahaan (Nova, 2011:75). 

9) Persaingan bisnis. Krisis akibat persaingan bisnis dapat menyebabkan rugi dan 

harus mengeluarkan banyak uang untuk bangkit dan membangun kembali nama 

dan reputasi mereka. Contoh, perseteruan antara Ruben Onsu dan Benny Sujono 

terkait hak paten atas nama merk geprek (Angelica et al., 2021:311). 

Pada era globalisasi, penyebaran informasi sangat cepat  akibat adanya 

berbagai platform sosial media. Dalam kondisis krisis, media sosial dapat menjadi 

tantangan sekaligus keuntungan bagi organisasi. Hal tersebut dikarenakan media 

sosial dapat menjadi alat yang menguntungkan ketika digunakan untuk memulihkan 

situasi krisis karena kecepatannya, daya jangkaunya yang luas dan memiliki 

efektifitas yang tinggi. Namun di sisi lain, media sosial justru dapat pula menjadi 

penyebab krisis yang dapat mengalami ekskalasi yang cepat dan memperparah 

krisis. Dengan adanya social media, misinformasi dan rumor dapat cepat 

berkembang dengan liar (Komala, 2022:99). 

Menurut Riinawati (2019:15), komunikasi krisis merupakan salah satu bagian 

aktivitas manajemen krisis. Sebelum krisis terjadi, idealnya organisasi menyiapkan 

perencanaan yang baik dan sistematis dapat mengurangi waktu respons di awal 

krisis sehingga lebih optimal dalam mencegah kesalahan langkah, serta melakukan  

respons awal organisasi terhadap krisis. Karena krisis memerlukan penanganan 

cepat di awal agar tidak terjadi ekskalasi dampaknya. Oleh karena itu, organiasi 

harus segera mengutus seseorang guna melakukan respons krisis, menyampaikan 
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tanggung jawab serta mengambil tindakan cepat bila diperlukan (Komala, 

2022:104). 

Komunikasi krisis memang tidak jauh dari penyusunan strategi agar pesan 

dapat tersampaikan dengan efektif di saat krisis tengah berlangsung. Tentu saja, 

dalam proses penyusunan strategi ini, peran ahli yang kompeten dan kredibel 

diperlukan untuk melakukan intervensi yang efektif terhadap publik. Pihak yang 

berwenang untuk melakukan komunikasi krisis juga harus dapat menyusun respon 

yang tepat untuk tantangan-tantangan kompleks, yang memerlukan koordinasi 

secara internal maupun eksternal (Wijayanto et al., 2022: 152). Oleh karena itu, 

pihak yang dipilih humas dalam melakukan komunikasi kepada public harus 

berperan proaktif dalam menanggapi dan memberikan  informasi secara cepat dan 

tepat untuk meminimalisir rumor tersebut (Silviani et al., 2020: 84). 

Komunikasi krisis dilakukan demi mencegah dampak negatif yang dihasilkan 

dari kondisi krisis dan cenderung bersifat informatif (Spence et al., 2007:540). 

Dalam situasi krisis biasanya informasi dipertanyakan sumbernya serta validitasnya 

sehingga dapat memunculkan rumor yang justru dapat membingungkan 

masyarakat. Oleh sebab itu, ketika berada dalam situasi krisis organisasi harus 

segera berupaya menekan faktor ketidakpastian dan faktor risiko hingga tingkat 

serendah mungkin. Sejak kemunculan krisis, untuk meminimalisir dampak negatif 

krisis, organisasi harus sigap mengupayakan memperoleh informasi sebanyak 

mungkin. Informasi kemudian diolah sehingga dapat menghasilkan alternative  

maupun probabilitas terbaik sehingga pengambilan keputusan yang akan ditempuh 

mendatangkan efek yang positif bagi organisasi (Putra, 2019: 83-84). 

Krisis bisa terjadi karena pemberitaan negatif yang kemudian dapat berimbas 

buruk pada organisasi (Putra, 2019:84-85). Pemberitaan media atau isu yang 

beredar di masyarakat tidak dapat dinilai kebenarannya, akan tetapi isu tersebut 

dapat mempengaruhi citra seseorang atau perusahaan. Peran praktisi hubungan 

masyarakat diharapkan dapat mengklarifikasi pemberitaan media yang tidak 

seimbang, atau justru memojokkan perusahaan. Kemajuan teknologi komunikasi 

yang kian pesat sehingga membuat penyebarluasan berita menjadi lebih cepat dan 

luas terutama pada saat krisis berlangsung. Hal tersebut disebabkan karena 
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ketidakmampuan perusahaan atau organisasi dalam menghadapi krisis yang terjadi. 

Pada dasarnya, organisasi atau perusahaan yang memang memiliki risiko untuk 

tertimpa krisis kapan saja (Putra, 2019:84-85). 

Dalam situasi krisis, komunikasi dilakukan dengan harapan dapat  melindungi 

dan membela organisasi yang menghadapi rintangan dari publik guna 

mempertahankan reputasinya (Fearn-Banks, 2010:14).  Dikutip dari Coombs 

(2010) dalam Suharyanti & Sutawidjaya (2012:26) yaitu suatu organisasi atau 

institusi harus dapat berkomunikasi dengan berbagai stakeholder terkait ketika 

sedang mengalami krisis. Oleh karena itu, dalam kondisi krisis dibutuhkan 

komunikator yang handal. Dalam hal ini komunikator dibutuhkan untuk 

meminimalisir kesenjangan informasi yang tersebar di masyarakat. Komunikasi 

adalah usaha yang sulit apalagi dalam kondisi krisis kepercayaan. Untuk itulah 

kredibilitas komunikator merupakan kunci dari komunikasi yang efektif. Di mana, 

dalam konteks ini publik menunggu informasi yang valid atas isu-isu yang beredar 

secara masif. Untuk membangun kepercayaan tersebut, seorang komunikator 

dituntut dapat menunjukkan komitmen dengan peduli, jujur, dan terbuka 

(Shofiyanah & Hidayat, 2021: 111). 

Idealnya suatu organisasi diharapkan sudah menyiapkan crisis 

communication plan. Adanya crisis communication plan dapat menjadi salah satu 

cara untuk mengantisipasi bila krisis melanda organisasi secara mendadak. Hal 

tersebut dikarenakan  dalam situasi krisis, berita bisa menyebar begitu cepat yang 

berpotensi melumpuhkan jajaran manajemen sebelum mereka bisa mengontrol 

situasi dengan efektif. Untuk menjaga citra positif, sebuah korporasi harus 

menciptakan langkah yang cepat dan efektif saat menghadapi problem apapun, 

sebab krisis bisa merusak citra paling positif dari sebuah organisasi yang sudah 

mapan sekalipun (Argenti, 2009: 259).  

Hardjana (1998:15) berpandangan dalam situasi krisis terjadi peningkatan 

arus informasi yang luar biasa karena perhatian masyarakat akan tertuju pada 

organisasi, terlebih akibat adanya arus informasi semakin mudah membuat krisis 

semakin rumit. Saat intensitas krisis mulai meningkat, organisasi harus memulai 

fase komunikasi dengan menyampaikan pesan dari perusahaan dengan lengkap, 
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terorganisasi, dan rapi. Jika ditangani dengan baik, komunikasi bisa mengurangi 

kemungkinan meluasnya masalah dan mempersempit potensi gangguan yang bisa 

merusak perusahaan.Sementara itu, dalam Suharyanti & Sutawidjaya (2012: 63-66) 

berpendapat, bila dilihat dari perspektif humas, krisis dibagi menjadi tiga tahapan 

yakni tahap pra-krisis, krisis, dan pasca krisis. Sementara itu pada setiap tahapan 

memiliki treatment yang berbeda dalam menanganinya. Berikut masing-masing 

upaya yang dilakukan oleh humas dalam menangani krisis di setiap tahapan: 

a. Komunikasi pada tahap pra-krisis 

 Pada tahap pra krisis yang notabennya belum ada kemunculan krisis. Pada 

tahap ini, humas harus memastikan organisasi melakukan komunikasi secara 

optimal dengan stakeholder baik pada internal maupun eksternal organisasi. Oleh 

karena itu, humas disibukkan dengan bagaimana organisasi atau institusi 

berkomunikasi dengan stakeholder supaya  menciptakan, mempertahankan atau 

meningkatkan citra positif organisasi (Choliq, 2014:29). Hubungan baik yang 

dijalin dengan stakeholder sebelum masa krisis dapat menjadi dukungan saat 

organisasi mengalami krisis. Oleh sebab itu, komunikasi krisis tidak hanya berkutat 

dalam memulihkan kekacauan  akibat krisis yang terjadi, namun juga 

mengharuskan setiap organisasi melakukan perencanaan dan persiapan sebelum 

krisis terjadi. Dapat disimpulkan bahwa penerapan komunikasi dalam manajemen 

krisis merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi 

masalah-masalah yang ada untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak citra 

maupun kredibilitas perusahaan melalui upaya persiapan dan penerapan beberapa 

strategi yang sudah dipersiapkan oleh pihak manajemen termasuk humas dalam 

perusahaan.  

 Aspek utama dalam komunikasi tahap pra krisis ialah crisis planning. Crisis 

planning adalah bagaimana mengelola hubungan dengan stakeholder yang beragam 

sebelum krisis terjadi. Penerapan crisis communication plan memerlukan  crisis 

management team (Ruff & Aziz, 2003:10). Oleh karena itu saat menangani krisis, 

idealnya organisasi melibatkan berbagai aspek dan divisi dalam perusahaan. 

Penanggung jawab komunikasi dalam organisasi yang biasanya berada dibawah 

divisi public relations atau corporate communication akan menyiapkan crisis 
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communication plan yang diperlukan sebagai panduan untuk mengomunikasikan 

tindakan-tindakan perusahaan kepada para stakeholder. Dalam krisis krisis 

seringkali melibatkan banyak stakeholder (Kasali, 2005:221). Sementara setiap 

stakeholder memiliki karakteristik dan ekspektasi yang berbeda-beda mengenai 

cara perusahaan menangani krisis (Suharyanti & Sutawidjaya, 2012: 171-172). 

b. Komunikasi pada tahap krisis 

 Biasanya saat sudah memasuki tahap krisis, para stakeholder sudah menyadari 

bila ada yang tidak beres dalam organisasi. Hal tersebut dikarenakan para 

stakeholder sudah terpapar dari media massa, media sosial maupun mendengar dari 

mulut ke mulut. Dalam situasi ini biasanya sering terjadi kesimpangsiuran isu yang 

dapat menambah buruk situasi krisis. Kondisi ini disebut dengan information gap, 

dimana tidak sedikit pihak yang memberikan tanggapan dan analisis penyebab dan 

dampak krisis yang diekspos melalui media massa. Jika pada masa ini organisasi 

atau institusi tidak cepat tanggap dalam pengendalian situasi dan para media 

mencari bukti dan pernyataan-pernyataan dari narasumber yang belum tentu tepat, 

maka krisis akan berkembang menjadi besar dan dapat melebar ke persoalan yang 

lainnya. 

 Saat situasi krisis, penting bagi organisasi untuk mengomunikasikan krisis 

tersebut secara jujur. Akan tetapi organisasi harus secara cermat 

mempertimbangkan pemilihan kata secara tepat sehingga kedepannya tidak 

menjadi boomerang bagi organisasi (Puspitasari, 2016:93). Dalam situasi ini, 

organisasi juga dituntut untuk tidak putus dalam menyampaikan informasi terkait 

perkembangan krisis dan langkah yang diambil kepada stakeholder terutama 

dengan media (Puspitasari, 2016:94). Media massa berperan penting dalam 

membantu organisasi meredam isu yang beredar. 

c. Komunikasi pada tahap pasca-krisis 

 Tahap pasca krisis biasanya muncul ketika organisasi sudah menerima segala 

klimaks dari krisis yang diperbincangkan. Pada tahap ini, perhatian utama 

komunikasi pasca krisis adalah memastikan bahwa organisasi atau institusi 

menindaklanjuti semua komitmen dan membangun kembali hubungan baik dengan 

stakeholder. Coombs & Holladay (2007:231), membagi aktivitas pasca-krisis 
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menjadi tiga tahapan yaitu: crisis tracking, cooperation with investigator dan follow 

up. 

1) Crisis tracking. Crisis tracking merupakan upaya organisasi untuk terus 

memantau krisis yang ada sehingga dapat selalu menginformasikan kepada para 

stakeholder mengenai langkah-langkah penyelesaian krisis yang akan diambil oleh 

organisasi. 

2) Cooperation with investigator. Cooperation with investigator dilakukan dengan 

menjalin kerja sama dengan pihak yang mencermati krisis yang ada. Hal ini 

diperlukan untuk menjamin langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi dan 

menyelesaikan krisis sesuai dengan komitmen yang disanggupi oleh organisasi atau 

institusi. 

3) Follow up. Follow up dilakukan dengan menindaklanjuti langkah apa saja yang 

diambil oleh organisasi. Tahap ini diambil dengan melakukan komunikasi 

organisasi ssehingga dapat mengembalikan situasi ke masa sebelum terjadi krisis 

atau di masa situasi masih normal. Bentuk aktivitas komunikasi yang dilakukan 

adalah membangun kembali komunikasi yang baik dengan para stakeholder 

sekaligus menginformasikan langkah-langkah yang dilakukan untuk memulihkan 

produktivitas organisasi. Krisis yang terjadi pada organisasi atau institusi ini tidak 

terjadi secara tiba-tiba, namun melewati tahapan-tahapan. 

 Melihat dari perspektif manajemen humas, setiap tahapan tersebut memerlukan 

aktivitas komunikasi yang berbeda-beda, yaitu dimulai saat komunikasi tahap pra-

krisis, komunikasi tahap krisis dan komunikasi tahap pasca krisis. 

B. Humas Pemerintah 

Hubungan masyarakat sangat penting bagi organisasi. Idealnya setiap 

lembaga baiknya memiliki humas agar dapat mengambil langkah yang tepat ketika 

berhadapan dengan situasi krisis, terlebih bagi lembaga besar seperti Kemenag RI.  

Namun sebelum membahas humas pemerintah maka penulis memaparkan konteks 

hubungan mesyarakat secara umum terlebih dahulu  hal tersebut dimaksudkan 

untuk mempermudah pemahaman terkait humas pemerintah. 

Pertemuan asosiasi-asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City pada 

Agustus 1978 menetapkan humas masuk dalam ranah keilmuan sosial.  Dalam 
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pertemuan tersebut, humas didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang bertujuan 

untuk menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan 

konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran-saran kepada 

para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program tindakan 

yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan 

khalayak (Anggoro, 2001:2). 

Menurut Silviani et al., (2020:31), humas merupakan salah satu usaha 

manajemen dalam menciptakan hubungan harmonis antara organisasi manajemen 

itu dengan publiknya melalui program kerja yang positif. Sedangkan menurut 

Kriyantono (2015:2), humas merupakan sebuah proses membangun relasi, 

kepercayaan, dan kerja sama antara individu dengan individu dan organisasi dengan 

publiknya melalui strategi atau program komunikasi yang dialogis dan partisipatif.  

Sementara Jefkins (2016:9) mengutarakan definisi dari public relations adalah 

semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara 

satu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

spesifik yang berlandaskan saling pengertian. 

Berdasarkan hal tersebut, konsep Humas disini peneliti gunakan karena 

relevan dengan bidang studi peneliti yang mana Humas sendiri merupakan salah 

satu fungsi manajemen yang mana bertugas membantu operasional manajemen 

organisasi. Misalnya, ketika menetapkan tujuan dan menerjemahkan berbagai 

kebijakan kepada publik serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu 

berubah. 

Dozier dan Broom dalam Kusumastuti (2004: 24) menerangkan peranan 

hurmas merupakan salah satu kunci penting dalam komunikasi organisasi. 

Menurutnya peranan PRO dibedakan menjadi dua, yakni peranan manajerial 

(communication manager role) dan peranan teknis (communication technical role). 

Ruslan (2005:20) memaparkan, terdapat 4 peranan humas dalam manajemen, yaitu: 

1)  Expert Prescriber 

Seorang praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi 

dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan 
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dengan publiknya. Artinya, petugas humas membantu dalam memecahkan 

dan mengatasi persoalan yang tengah dihadapi organisasinya. 

2)  Communication Fasilitator 

 Peranan sebagai fasilitator komunikasi antara organisasi dengan publik baik 

dengan publik eksternal maupun internal. Humas di sini bertindak sebagai 

komunikator dan mediator apabila organisasi akan berhubungan dengan 

publiknya, terutama mendengarkan segala aspirasi publik terkait. Disini, 

humas memiliki peran untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan 

organisasi serta mengupayakan mutual understanding antara organisasi dan 

publiknya. 

3)  Problem Solving Process Fasilitator 

Peranan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Pada peranan 

di sini petugas humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen 

(krisis). Dia menjadi anggota tim, bahkan bila memungkinkan menjadi leader 

dalam penanganan krisis manajemen. 

4)  Communication Technician) 

Disini PRO melakukan sosialisasi atas keputusan yang diambil oleh birokrat. 

Biasanya kebijakan yang ada dalam organisasi bukan diinisiasi oleh humas 

melainkan manajemen organisasi. Oleh karena itu, PRO harus melakukan 

sosialisasi baik dalam internal organisasi maupun pada publik. 

Humas juga memiliki peran untuk menjadi penyambung lidah antara 

manajemen dengan pimpinan di organisasi begitupula sebaliknya. Tentu juga 

menjaga komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Untuk itu dalam 

melakukan komunikasi, Grunig (2013: 285) memaparkan terdapat 4 cara humas 

menyampaikan kebijakannya kepada stakeholder baik internal maupun eksternal 

organisasi, yakni: 

1) Model Publicity or Press Agentry 

Model ini, humas melakukan propaganda dengan melakukan komunikasi satu 

arah. Lazimnya dalam publikasi, humas bermaksud untuk menggambarkan 

organisasi dengan baik sehingga dapat menguntungkan citra pada organisasi. 
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Karena bertujuan untuk memberi keuntungan sepihak, humas bisa saja tidak 

memuat informasi negatif tentang organisasi. 

2)  Model Public Information 

Disini, dalam publikasi terkait organisasi, humas bersikap layaknya jurnalis. 

Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan publik pada organisasi. 

Dalam publikasinya, organisasi masih melakukan komunikasi satu arah akan 

tetapi publikasi yang dimuat tidak berupaya untuk mempersuasi public 

sehingga humas memaparkan informasi secara objektif. Meski begitu dalam 

pengambilan data, humas tetap memilih narasumber secara hati-hati. 

3) Model Two Way Asymmetrical 

Model kampanye dalam konsep ini dilakukan dengan komunikasi dua arah. 

Selain itu, pesan yang disampaikan merupakan hasil riset akan tetapi dalam 

melakukan kampanye humas menggunakan strategi komunikasi persuasif. 

Disini humas harus memperhatikan sikap publik sebelum terpapar kampanye 

sehingga dapat mengukur feedback dan feedfoward dari publik setelah 

mendapatkan kampanye. Strategi model ini digunakan dengan maksud untuk 

merajut kedekatan dengan public oleh karena itu organisasi harus berinisiatif 

dalam memilih model ini sebagai strategi komunikasinya. 

4) Model Two Way Symmetrical 

Kampanye yang digunakan humas dalam model ini ialah melakukan 

komunikasi secara dua arah dan saling memberikan timbal balik yang 

berimbang. Model ini dapat menghindari kemungkinan terjadinya konflik 

karena humas selaku komunikator memberikan pemahaman sehingga kedua 

pihak saling mengerti dan diuntungkan atas kebijakan yang diambil oleh 

organisasi.  

Peranan humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun 

citra positif bangsa dan negara. Dalam pemerintahan, humas memiliki fungsi 

manajemen guna mengevaluasi sikap publik, mengindetifikasi kebijaksanaan-

kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi 

berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk 

mendapatkan pengertian dan penerimaan publik (Moore, 2005:6) .  
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Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada 

khalayak publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh 

pemerintah. Oleh sebab itu, humas pemerintah harus mengetahui undang-undang 

dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun peraturan-

peraturan yang menyangkut tentang kepegawaian negara (Adnan & Cangara, 

1996:34).  Disamping itu, humas pemerintah bertugas untuk mengavaluasi sikap 

publik serta memberikan pemahaman sehingga publik dapat menerima kebijakan 

yang akan ditetapkan oleh pemerintah (Cutlip et al., 2006:5). Peranan humas 

pemerintah dijelaskan secara rinci oleh Syahputra et al., (2018:25): 

1) Menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, 

perencanaan dan hasil yang telah dicapai;. 

2) Menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan dan hal-

hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari; 

3) Menasehati pimpinan departemen dalam hubungannya dengan reaksi atau 

tanggapan publik terhadap kebijaksanaan yang dijalankan. 

 Moore (2005: 489) menjelaskan bila kehadiran humas dalam pemerintah 

memiliki dua alasan utama. Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk 

mengetahui, karena itu para pejabat pemerintahan mempunyai tanggung jawab 

guna memberi penjelasan kepada masyarakat. Kedua, ada kebutuhan bagi para 

pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan 

tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya 

dengan proses komunikasi demikianlah pemerintah dan masyarakat dapat mencapai 

suatu pengertian kesatuan yang positif. 

C. Reputasi 

 Dalam Priandono (2023:89), istilah reputasi berasal dari Bahasa Latin yakni 

dari kata re yang berarti terus menerus sera putare yang berarti kalkulasi. Istilah 

reputasi erat kaitannya dengan diksi citra. Dalam disiplin ilmu  hubungan 

masyarakat dan komunikasi, citra organisasi merupakan pemahaman, perilaku, 

pengetahuan, dan opini dari pihak eksternal sebagai implikasi dari strategi 

komunikasi, sementara itu, reputasi dianggap sebagai akumulasi dari citra 

organisasi yang sudah berproses dalam waktu yang relatif lama karena 
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berlandaskan kepercayaan serta pengalaman yang telah dilalui oleh publik maka 

dari itu membangun reputasi diperlukan  kerja keras dibarengi perencanaan yang 

matang serta mengerahkan  unsur kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab 

(Pratama, 2017:160).  

 Reputasi dapat membantu organisasi dalam menghadapi ketidakpastian 

maupun krisis di masa depan (Hardjana, 2008:2). Krisis dapat ditangani dengan 

baik apabila organisasi memiliki rencana manajemen strategi yang mumpuni. Di 

masa krisis, organisasi harus siap menghadapi situasi terburuk (Lerbinger, 

1997:19). Bila di masa krisis ini organisasi sibuk untuk mencari jalan keluar, 

reputasi menjadi korban krisis paling rentan. Oleh karena itu reputasi harus 

senantiasa dijaga dengan baik karena cideranya reputasi dapat mempengaruhi 

kinerja dalam jangka panjang.  

D. Strategi Pemulihan Reputasi 

Situasi krisis pasti terjadi pada organisasi atau individu. Krisis dapat 

disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, atau disebabkan kesalahan dan 

peristiwa yang terjadi tiba-tiba seperti  kecelakaan ataupun sudah dapat diprediksi. 

Pada prinsipnya seorang individu atau organisasi baik organisasi berkeinginan 

dapat terhindar dari krisis. Kalau sampai mengalami krisis, akan dilakukan upaya 

bagaimana agar krisis dapat segera diperbaiki serta memiliki dampak yang relatif 

minimal atau tidak menimbulkan kerusakan berat yang berdampak luas (Komala, 

2022:99). 

Salah satu teori yang dapat digunakan humas merespon krisis ialah teori 

image restoration yang digagas William Benoit. Teori ini diciptakan dengan 

maksud  memahami krisis serta menggagas pesan yang akan disampaikan serta 

mengevaluasi pesan yang disampaikan sewaktu masa krisis. Dalam teori ini, citra 

dan reputasi merupakan hal terpenting bagi organisasi sehingga humas senantiasa 

menjaga citra positif. Sehingga apabila timbul suatu isu yang sekiranya dapat 

menciderai reputasi, organisasi akan melakukan evaluasi serta perbaikan internal 

sesegera mungkin (Benoit, 1997:177). Dapat disimpulkan teori ini merupakan salah 

satu teori yang digunakan untuk merespon krisis dengan menyampaikan pesan agar 

citra positif organisasi dapat terjaga  dengan baik. 
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Munculnya teori ini bermula dari adanya tuntutan atau serangan yang 

bertujuan untuk mengancam reputasi.  Ancaman yang dilakukan dapat berupa 

tindakan penyerangan maupun tuntutan tanggung jawab yanh harus dilakukan oleh 

organisasi. Oleh karena itu, konsep dasar dasar dari strategi image repair adalah 

memperhatikan atau mempertimbangkan sifat dari hal yang dituduhkan kepada 

individu maupun perusahaan (Benoit, 1997:177). Selain itu juga dapat 

mempertimbangkan keluhan-keluhan yang membutuhkan respon yang cepat 

sehingga dapat membuat krisis dalam perusahaan semakin luas. Di dalam 

masyarakat lebih berlaku apa yang dipersepsikan daripada apa yang sebenarnya 

terjadi. Justru hal yang sebenarnya terjadi yang akan diungkapkan oleh perusahaan 

sebagai salah satu strateginya dalam menangani krisis. 

Teori ini menyatakan bahwa dalam pandangan  stakeholder, persepsi 

merupakan hal yang lebih penting daripada realita. Oleh karena itu Benoit  

mengungkapkan bila dalam suatu krisis, masyarakat menafikkan realita bahwa 

organisasi telah melakukan tanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. Akan 

tetapi dalam teori ini disebutkan bila anggapan masyarakat tentang tanggung jawab 

organisasi lebih penting daripada realita yang ada (meski dalam kenyataanya 

organisasi lalai terhadap tuntutan yang ada). Organisai  biasanya memiliki 

stakeholder yang beragam dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing 

sehingga komunikator dalam krisis mengidentifikasi masing-masing publik sesuai 

karakter dan prioritas. Peneliti menggunakan image restoration theory untuk 

menganalisis pengelolaan komunikasi krisis dalam memulihkan reputasi. Dalam 

image restoration, Benoit mengidentifikasi lima tipe strategi komunikasi yang 

dapat dilakukan perusahaan atau organisasi ketika menghadapi sebuah krisis. Lima 

strategi tersebut tampak dalam tabel di bawah ini: 

Image Restoration Strategies 

Strategy Key Characteristic 

Denial 

Simple Denial Tidak melakukan tindakan apapun. 

Shift the Blame Tindakan dilakukan oleh pihak 

eksternal. 

Evasion of Responsibility 
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Provocation Merespon bahwa hal yang dilakukan 

karena pihak lain. 

Defeasibility Adanya kekurangan informasi atas hal 

yang dapat dilakukan. 

Accident Tindakan yang dilakukan adalah 

ketidaksengajaan. 

Good Intentions Tindakan yang dilakukan sudah 

direncanakan dengan baik. 

Reducing Offensiveness 

Bolstering Menekankan bahwa perusahaan pernah 

melakukan hal yang baik. 

Minimization Meminimalisir hal yang menyebabkan 

publik berpikir negatif atas kesalahan 

perusahaan. 

Differentiation Mengurangi tindakan yang bersifat 

menyerang dengan mengalihkan 

kepada hal lain yang positif. 

Transcendence Menempatkan tindakan yang 

dilakukan ke dalam tindakan yang 

lebih dapat menimbulkan empati 

publik . 

Attack the Accuser Menurunkan kredibilitas dari pihak 

yang mempermasalahkan atau 

menuduh. 

Compensation Memberikan kompensasi kepada pihak 

yang terkena dampak atau korban. 

Corrective Strategy Melakukan perencanaan untuk 

menyelesaikan masalah dan 

menjaganya tidak terulang kembali. 

Mortification Meminta maaf kepada publik. 

Sumber: (Benoit, 1997:177-180) 

Teori ini lebih difokuskan pada pilihan dalam menyampaikan pesan daripada 

mendeskripsikan jenis situasi krisis. Pesan-pesan yang disampaikan dalam kelima 

strategi tersebut dapat digambarkan dari teori Benoit (Benoit,1997:177-180), yaitu: 

1. Denial Strategy  

 Strategi ini dilakukan dengan cara menyangkal. Dalam taktik ini organisasi 

berupaya mengatakan bahwa tidak adanya  hubungan antara organisi dengan krisis 

yang sedang terjadi.  Dalam strategi ini terdapat dari dua jenis taktik. Taktik 

pertama adalah langsung berdalih tidak. Misalnya ketika sebuah organisasi dituduh 

melakukan sebuah kesalahan, perusahaan langsung mengatakan tidak bersalah. 

Taktik yang kedua dilakukan dalam kategori denial ini adalah dengan mengalihkan 
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pendapat bahwa penyebab krisis adalah pihak ketiga. Denial ini dilakukan dengan 

menyampaikan kepada publik bahwa pihak yang bertanggung jawab atas sumber 

krisis yang terjadi adalah pihak ketiga. sehingga publik fokus menyalahkan pihak 

lain yang dikambing hitamkan oleh organisasi. 

2. Evasion of responsibility  

 Strategi ini dilakukan melalui berbagai upaya untuk meminimalkan tanggung 

jawab perusahaan. Hal itu dilakukan supaya publik berasumsi bahwa krisis karena 

disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di luar kendali organisasi. Sehingga publik 

beranggapan bila krisis yang terjadi bukan atas kehendak organisasi. Dalam strategi 

ini digunakan empat taktik yaitu provocation, defeasibility, accident, dan good 

intentions. Taktik pertama ialah provocation dengan mengalihkan kesalahan pada 

pihak lain sehingga publik menilai bahwa pihak tersebut merupakan pihak yang 

seharusnya bertanggung jawab. Contoh dengan mengatakan kepada publik bila 

organisasi merespon provokasi dari pihak eksternal sehingga menyebabkan krisis. 

Taktik kedua  yaitu defeasibility. Dalam strategi ini, perusahaan atau organisasi 

menggunakan alasan-alasan kekurangan informasi terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan situasi yang terjadi. Misalnya dalam suatu rapat pembahasan antara 

beberapa pihak terkait, perusahaan tidak menghadirinya, maka organisasi dapat 

memberikan alasan ketidakhadiran dalam pertemuan tersebut sehingga dapat 

menghindari tanggung jawab terhadap situasi krisis. Taktik ketiga adalah accident. 

Dalam taktik ini, organisasi menegaskan bahwa situasi krisis terjadi karena 

kecelakaan atau ketidaksengajaan. Apabila suatu organisasi dapat meyakinkan 

publik bahwa situasi yang terjadi merupakan hal yang tidak disengaja, maka 

ancaman akan jatuhnya reputasi akan menurun.Terakhir ialah good intentions. 

Dalam taktik ini, organisasi menyampaikan maksud dalam melakukan sesuatu 

dengan niat yang baik, walaupun pada akibatnya di luar perkiraan dan harapan. 

Misalnya suatu perusahaan meyakinkan publiknya bahwa situasi yang terjadi 

adalah ketidaksengajaan, bahwa keputusan organisasi adalah baik dan untuk 

kepentingan publik. Seperti dalam keputusan Kemenag RI dalam menunda 

keberangkatan haji di masa pandemi bertujuan  demi menjaga keselamatan jemaah 

(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2020).  
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3. Reduce the Offensiveness. 

Stategi ini bertujuan untuk mengurangi serangan pada organisasi. Dalam 

strategi ini, organisasi tidak menyangkal melakukan tindakan yang menyebabkan 

krisis atau setidaknya mengakui jika krisis terkait dengan aktivitas organisasi. 

Terdapat 6 taktik yang dapat diambil dalam strategi ini yakni bolstering, 

minimization, differentiation, transcendence, attack the accuser, compensation. 

 Taktik pertama bolstering. Dalam taktik ini organisasi berupaya meminimalisir 

anggapan negatif publik atas tindakan yang menyebabkan krisis. Biasanya saat 

situasi krisis, organisasi akan mengingatkan publik mengenai kegiatan positif yang 

saat ini dilakukan maupun yang telah dilakukan. Misalnya, beberapa perusahaan  

melakukan donasi secara berkala, aktif dalam kegiatan sukarelawan serta 

memberikan sponsor untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Taktik bertujuan 

untuk menarik simpati publik sehingga mengurangi pandangan negatif sehingga 

meminimalisir kerusakan reputasi pada organsisasi. 

 Taktik kedua, minimization. Taktik ini dilakukan dengan meminimalisir  

pandangan negatif dengan melakukan upaya yang bisa mengurangi perasaan negatif 

dengan cara-cara persuasi kepada publik, sekaligus meyakinkan publik bahwa yang 

terjadi tidaklah seburuk seperti yang dipikirkan, dipersepsikan, Contohnya, 

meyakinkan para pemegang saham bila kerugian perusahaan tidak sampai 

menyebabkan kebangkrutan. 

 Taktik ketiga, differentiation. Taktik ini dilakukan dengan melakukan 

perbedaan dalam merespon krisis yang juga dihadapi oleh organsiasi lain. Biasanya 

taktik yang diambil lebih bersifat ofensif. Misalnya, saat pandemi disaat biro travel 

lain memilih untuk menutup operasionalnya, biro X malah secara gencar 

melakukan promosi serta aktif dalam kegiatan operasional. 

 Taktik keempat, reducing the offensiveness. Taktik ini dilakukan dengan 

mencoba menempatkan tindakan organisasi dalam konteks yang lebih baik. 

Misalnya perusahaan yang melakukan testing pada hewan untuk pengembangan 

produknya, menjabarkan tentang hasil positifnya bagi kesehatan manusia  bukan 

diangkat dari sisi hewannya. 
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 Taktik kelima, attack their accuser. Taktik ini dilakukan dengan menyerang 

balik pihak yang melakukan tuduhan tersebut. Misalnya pada saat Coca Cola 

menganggap Coke jauh lebih baik daripada Pepsi, kemudian Pepsi kemudian 

menerbitkan iklan bahwa Coca Cola dengan cokenya melabeli harga lebih mahal 

dibanding harganya sebagai kompetitor. Hal ini dapat mengurangi anggapan negatif 

atas kritik Coca Cola terhadap Pepsi. 

Taktik terakhir, memberikan compensation. Apabila strategi ini dapat 

diterima oleh korban, maka reputasi organisasi dapat diperbaiki. Misalnya saat 

suatu Movie Theater tidak ramah disable, maka taktik atau strategi theater tersebut 

adalah memberikan satu hari free entry untuk semua disable. 

4. Corrective strategy 

 Strategi ini digunakan dengan perusahaan atau organisasi melakukan langkah 

penyelesaian masalah dan berjanji untuk melakukan perbaikan masalah tersebut 

sehingga tidak muncul lagi di masa depan untuk memberikan rasa nyaman kepada 

peserta atau konsumen. 

5. Mortification strategy 

Strategi ini dimana organisasi mengambil tanggung jawab penuh dengan 

melakukan pengakuan dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan. 

Strategi ini dianggap berhati besar karena berpotensi mendapatkan tuntutan publik 

yang semakin besar pada organisasi dan perusahaan tersebut (Benoit, 1997:177-

180). 
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BAB III 

PROFIL PEMBATALAN KEBERANGKATAN  IBADAH HAJI 2020-2021  

A. Profil  Divisi Humas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 

Ditjen PHU merupakan divisi yang secara fungsional  membantu Menag. 

Dalam tugasnya, Ditjen PHU bertugas untuk menggoordinasikan tanggung jawab 

di bidang teknis penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia (Mufraini, 2021). 

Pembahasan mengenai Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Bagian Ketiga. Secara terperinci 

pembahasan mengenai Ditjen PHU dipaparkan dalam pasal 147-149.  Berikut 

struktur sub dari divisi Ditjen PHU: 

 
(Hamid, 2020:36) 

Hamid, (2020:35) memaparkan, dalam struktur organisasi Ditjen PHU dibagi 

menjadi menjadi 6 (enam) unit kerja eselon II. Eselon yang dimaksud yaitu 

Sekretaris Ditjen PHU, Direktorat Bina Haji, Direktorat Pelayanan Haji Dalam 

Negeri, Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Bina Umrah dan Haji 

Khusus, dan Direktorat Pengelolaan Dana Haji. Dalam struktural, jenjang eselon 

pada struktur organisasi Birokrasi Ditjen PHU terdiri dari Eselon I (Direktur 
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Jenderal), eselon II (Sekretaris dan Direktur), eselon III (bagian dan Subdirektorat), 

dan eselon IV (sub bagian dan Seksi) selain itu Ditjen PHU juga didukung oleh 

Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu (Hamid, 2020: 35).  

Humas berada dibawah naungan Sekretaris Ditjen PHU di dalam Bagian 

Perencanaan dan Hubungan Masyarakat. Dalam kesehariannya, tugas humas di 

bagian Ditjen PHU sama seperti humas pemerintah pada umumnya yakni menjadi 

narahubung antara pemerintah dan masyarakat serta membangun citra dan reputasi 

baik bagi lembaga (Afrioza & Firdaus, 2019:6). Luhukay (2008: 18) menjelaskan 

bila humas melakukan kegiatan proaktif. Guna mengikuti informaasi yang ada 

humas harus aktif dalam memantau tren, peristiwa, masalah yang mungkin timbul 

dan mengalihkan perhatian hubungan penting dalam suatu perusahaan. Dalam 

keadaan krisis, organisasi melalui humas harus menanggapi peristiwa secara cepat, 

segera beradaptasi serta melakukan evaluasi sehingga krisis dapat menjadi 

pembelajaran dalam operasional kedepannya. Menjadikan pengalaman krisis 

menjadi pembelajaran yang dapat ditindaklanjuti akan membantu organisasi 

beradaptasi dengan lingkungan mereka secara strategis (Putri & Hariyanti, 2022: 

680) 

B. Pembatalan haji 2020-2021 

UU No 8 tahun 2019 menerangkan saat penyelenggaraan haji, jemaah 

dibawah tanggung jawab pemerintah (Jumali, 2020:585). sehingga 

penyelenggaraan haji dikelola secara profesional sehingga pemerintah dapat 

menjamin kenyamanan dan keamanan jemaah di seluruh prosesi hingga kembali 

lagi ke tanah air (Saragih & Taufiqurrahman, 2021: 440).  Oleh karena itu  istita”ah 

jemaah  dari sisi keamanan dan kesehatan juga termasuk dalam tanggung jawab 

pemerintah (Hasanah et al., 2023:80).  Istilah istita”ah secara tersurat terkandung 

dalam potongan QS Ali Imran ayat 97: 

ٰ عَلىَ النَّاسٰ حٰجُّ الْبَيْتٰ مَنٰ اسْتطََاعَ اٰلَيْهٰ سَبٰيْلًا ۗ   وَلِٰلّه

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 

bagi orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah”.  

(Sattar et al., 2021:71) 

Istitaah bukan hanya berkaitan dengan kemampuan jemaah dalam melakukan 

pembekalan secara harta. Akan tetapi, pemerintah juga harus mempertinbangkan 
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istita”ah jemaah haji. Untuk itu guna menjaga keselamatan jemaah haji, Kemenag 

memutuskan untuk menangguhkan keberangkatan ibadah haji sesuai dengan 

anjuran Rasulullah dalam  menyikapi penyebaran penyakit menular dengan 

mengisolasi diri dari keramaian (Saragih & Taufiqurrahman, 2021:440).  

Pemerintah melalui Kementerian Agama membatalkan pemberangkatan 

jemaah haji asal Indonesia tahun 2020. Keputusan tersebut diambil mengingat 

masifnya keikutsertaan jemaah dalam prosesi ritual ibadah haji  yang  berpotensi 

memperpanjang rantai wabah serta menciptakan cluster penyebaran yang 

berpotensi menciptakan episentrum covid-19. Selain itu King Saudi Arabia (KSA) 

juga tidak memberikan kepastian mengenai pembagian kuota Jemaah haji, sehingga 

Kemenag tidak memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan hal teknis serta 

operasional keberangkatan jemaah haji. Keputusan ini disahkan oleh Fachrul Razi 

selaku Menteri Agama dalam konferensi pers melalui Keputusan Menteri Agama 

RI Nomor 494 Tahun 2020 (Kartika et al., 2021: 965). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh (Hasanah, 2023: 396) ditemukan bahwa mayoritas calon jemaah haji 

Indonesia memiliki komorbid. Oleh sebab itu, keputusan tersebut merupakan 

tindakan pemerintah dalam menjaga keselamatan jiwa jemaah calon haji (Akmalia 

& Mustafa, 2022: 361). 

 Pasca pembatalan haji 2020, Kemenag mempersiapkan skema 

penyelenggaraan haji di tahun keberangkatnya berikutnya. Di tahun 2021, 

pemerintah masih optimis terhadap peluang jemaah internasional untuk mengikuti 

pelaksanaan ibadah haji dengan ini Kemenag berencana untuk memprioritaskan 

jemaah yang seharusnya berangkat pada tahun 2020. Oleh sebab itu, tim 

manajemen krisis tetap melakukan persiapan serta perancangan sehingga bila 

diizinkan untuk mengikuti prosesi di tahun 2021, Kemenag telah memberikan 

pelayanan terbaik pada jemaah. Namun akibat tidak mendapatkan kepastian hingga 

waktu yang ditentukan Kemenag kembali memutuskan untuk menunda 

keberangkatan haji di tahun 2021 (Latief et al., 2023:16). Ketentuan dituangkan 

dalam KMA Nomor 660 Tahun 2021. Yaqut menegaskan bahwa pembatalan 

keberangkatan haji, bukan hanya berlandaskan adanya pandemi Covid-19, akan 
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tetapi pemerintah belum mendapatkan kepastian kuota dari Arab Saudi, serta masih 

ditutupnya penerbangan internasional (Armansyah et al., 2021:699). 

C. Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji 2020-2021 

Adanya pandemi Covid-19, WHO menghimbau untuk meminimalisir 

kegiatan yang melibatkan mobilitas dari banyak orang.  Dalam hal ini, jutaan 

mobilisasi jemaah dalam  prosesi ibadah haji dapat memunculkan resiko 

penyebaran serta mengancam kesehatan global (Nidjam & Hanan, 2001:10). Dalam 

Ebrahim et al., (2021:1) disebutkan bila pandemi membuat pemerintah Saudi 

menangguhkan penerbangan internasional atas landasan keamanan mengingat 

kepadatan jemaah  sangat memungkinkan  untuk menimbulkan episentrum 

penyebaran Covid-19. Pemerintah Saudi juga tidak menyetujui penerbitan visa haji 

sehingga secara resmi pemerintah Arab Saudi mengumumkan penundaan 

keberangkatan haji pada 22 Juni 2020. 

Kebijakan yang diambil oleh Kemenag dengan menerbitkan KMA 

pembatalan keberangkatan haji langsung menjadi sorotan publik. Berita terkait 

penerbitan KMA pembatalan menimbulkan berbagai respon di sosial media. Selain 

itu dengan adanya sosmed membuat para stakeholder terdampak dengan mudah 

mendiskusikan hal tersebut (Choliq, 2015:171). Ditambah lagi, dalam situasi krisis 

seperti ini media massa memiliki peran yang vital dalam penyebaran informasi 

terlebih persoalan haji mempunya nilai berita yang sangat menjual (Ningsih & 

Prastya, 2020 :186) 

Penangguhan haji juga memunculkan berbagai hoax, terutama persoalan 

pengelolaan dana haji. Pasca terbitnya KMA pembatalan keberangkatan, muncul 

tuduhan bahwasanya pemerintah menyelewengkan dana BPIH. Berbagai macam 

hoax seperti dana haji dipakai untuk pembangunan infrastuktur menjadi dugaan 

jemaah sebagai biang kerok penangguhan keberangkatan ibadah haji (Wardana & 

Suhartini, 2023:25).  Berita hoax yang terus menerus menyerang Kemenag selaku 

lembaga akan menurunkan reputasi (Triyono, 2021:86). Penurunan reputasi 

merupakan salah satu bentuk krisis dalam komunikasi karena dapat menyerembet 

ke persoalan lain serta berdampak jangka panjang bagi organisasi. 
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Pembatalan keberangkatan ibadah haji dapat menimbulkan goncangan psikis. 

Dalam Yusdhiana et al., (2022:437) dijelaskan bila penangguhan keberangkatan 

ibadah haji menimbulkan perasaan negatif bagi para jemaah. Penundaan 

menimbulkan ketidakpastian sehingga membuat jemaah kesulitan untuk 

memprediksi masa depan sehingga menimbulkan perasaan cemas,tegang, serta 

khawatir. Hal tersebut dikarenakan mayoritas jemaah memiliki komorbid serta 

telah berusia senja (Choliq, 2018: 27) memaparkan bahwasanya moyoritas jemaah 

haji Indonesia merupakan  jemaah calon haji yang berusia senja. Sementara 

mayoritas jemaah tersebut merupakan jemaah haji regular. Dalam situasi normal, 

jmaah haji regular memerlukan waktu yang sangat panjang dalam  menanti untuk 

dapat melaksanakan keberangkatan haji (Djamil et al., 2020:16). Makannya jemaah 

lansia menyatakan tidak merasa keberatan untuk menjalani ibadah haji di kala 

pandemi karena banyak umat muslim yang meyakini bila meninggal di tanah suci 

merupakan suatu anugrah dan keberkahan (Syahruddin, 2022:30).  

 Kekecewaan atas pembatalan keberangkatan haji menimbulkan efek domino 

berupa penarikan baik setoran lunas maupun awal (Masriadi et al., 2021:101).  

Berikut jumlah jemaah yang menarik setoran awal dan lunas yang terdata di 

Kemenag yang tercatata di Siskohat disaat peneliti melakukan pengambilan data 

melalui wawancara 13 Desember 2023 lalu: 

Rincian pengembalian setoran awal dan penarikan setoran lunas 

Pengembalian setoran awal Penarikan setoran lunas 

2.944 4.363 

Sumber: sub direktorat pendaftaran dan pembatalan haji regular divisi Direktorat 

Penyelenggaraan Haji Dalam Negeri. 

Dalam wawancara dengan narasumber Amir Hamzah selaku kepala 

subdirektorat pendaftaran dan pembatalan haji regular divisi Direktorat 

Penyelenggaraan Haji Dalam Negeri serta salah satu anggota Tim Manajemen 

Krisis menjelaskan bila, terdapat dua jenis kriteria jemaah yakni membatalkan. 

nomor porsi dan menarik setoran pelunasan. 

“Pertama, jemaah  yang membatalkan nomor porsinya,artinya 

jemaah  tersebut sama sekali tidak ingin berangkat. Karena sudah 

mengambil seluruh uang baik setoran awal maupun uang 

pelunasan maka nomor kursinya menjadi batal atau sudah tidak 

lagi aktif. Oleh karena itu, kemenag menganggap jemaah  tersebut 
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sudah mengundurkan diri. Kedua jemaah  yang mengambil uang 

pelunasan. Untuk tipe jemaah  ini dihitung masih aktif, masih bisa 

diberangkatkan  dan masih belum mengudurkan diri. Biasanya 

jemaah  yang mengambil setoran lunas dilandasi atas dasar 

kebutuhan finansial pada masa pandemi, maka kemenag 

memberikan kesempatan untuk mengambil uang pelunasannya. 

Sementara untuk uang pendaftaran akan tetap dikelola oleh 

BPKH.” 

Akibat pandemi Covid-19, Kemenag mengambil keputusan tidak biasa untuk 

mengizinkan jemaah untuk mengambil uang setoran lunas tanpa mengurangi hak 

jemaah untuk berangkat di tahun berikutnya (Husna & Illahi, 2023:70). Di tahun 

2020, Bipih yang dibayarkan oleh jemaah ialah senilai 39 juta, sehingga jemaah 

dapat mengambil biaya pelunasan sebesar 14 juta (Akmalia & Mustafa, 2022: 368). 

Dalam Fahham (2015:204), guna mencapai keadilan bagi seluruh jemaah 

secara merata, sejak 2004 Kemenag memberlakukan sistem daftar tunggu. Selain 

itu, pendaftaran haji menganut sistem first come first served dimana  Kemenag akan 

memberikan no kursi sesuai dengan calon jemaah mana yang mendaftar di 

Kemenag kabupaten maupun kota yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Sistem 

kouta ini menimbulkan panjangnya waiting list dan menyebabkan jemaah harus 

menunggu lebih lama karena animo masyarakat dalam mendaftar haji tidak diiringi 

dengan penambahan kouta. Shofaussamawati et al., (2022:41) menjelaskan 

vakumnya keberangkatan ibadah haji di tahun 2020 dan 2021 memperburuk 

polemik karena menimbulkan antrian (waiting list) yang lebih lama dibanding 

sebelumnya (Husna & Illahi, 2023:71). Berikut kouta jemaah haji yang diperoleh 

Indonesia dari tahun 2014 hingga  tahun 2023: 

 

 

 

 

  

 

 

(Renta et al., 2023:10) 
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 Sujadi (2017: 479) memaparkan, vacumnya pemberangkatan haji 

menimbulkan kekhawatiran bagi jemaah. Hal tersebut dikarenakan mayoritas  

jemaah haji yang seharusnya berangkat pada 2020 telah berusia senja. Mungkin di 

tahun 2020 jemaah masih mencukupi istitah dari segi Kesehatan namun bila ditunda 

secara terus-menerus jemaah merasa takut bila kesehatannya mulai menurun karena  

banyak jemaah yang melakukan pendaftaraan pada rentang umur  35-50 tahun 

sehingga sangat mungkin bila di waktu keberangkatan jemaah sudah mulai lemah 

serta mengidap penyakit beresiko tinggi (risti) bahkan meninggal di masa tunggu 

(Nisa, 2020:78). Amir Hamzah menyatakan, seharusnya kemunduran 

keberangkatan jemaah bila dilogikakan akan mundur dua tahun kebelakang, namun 

sayangnya di tahun 2022 pemerintah Saudi masih melakukan penyesuaian pasca 

Covid-19 sehingga KSA hanya menerima setengah kouta dari yang seharusnya 

ditambah dengan adanya aturan pembatasan bagi jemaah yang berusia 65 tahun. 

Langkah tersebut diambil demi kemaslahatan serta keamanan jemaah senja yang 

notabenenya lebih beresiko. 

 Dalam Prasetyo (2017:41), pembagian kouta di Indonesia diatur dalam sistem 

Siskohat dengan mempertimbangkan animo masyarakat suatu provinsi dalam 

mendaftar haji. Semakin banyak jumlah pendaftar di provinsi yang bersangkutan 

maka waiting list akan semakin panjang. Hal tersebut yang membuat daftar tunggu 

masing-masing provinsi berbeda. Amir juga menerangkan bila penambahan kouta 

yang didapatkan oleh Indonesia di tahun 2023 dan 2024 kelak juga belum cukup  

membantu perpendekan lamanya waktu antrian yang dialami oleh jemaah 

Indonesia. 

”Di tahun 2023, pemerintah Saudi memberikan penambahan 

kouta kepada Indonesia sebanyak 8000 jemaah. Sementara di 

tahun 2024 indonesia mendapatkan bonus kouta sebesar 20.000 

jemaah. Jumlah tersebut tidak sampai 10% dari kouta yang ada. 

Maka bila dihitung dari kouta normal serta mempertimbangkan 

bila di tahun 2022 hanya 50% jemaah yang berangkat maka kita 

perlu mendapatkan kouta tambahan 10% selama beberapa tahun 

kedepan sehingga antrian kembali normal.” 
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D. Tim Manajemen Krisis 

Optimisme atas keberangkatan haji di tahun 2020 disebabkan karena adanya 

kepastian kouta yang telah diterima pemerintah Indonesia. Penyerahan kouta 

tersebtu dilaksanakan pada awal Desember, tepatnya pada Kamis (5/12/2019). 

Dalam pertemuan tersebut, Menag Fachrul Razi menemui Menteri Haji Arab Saudi 

dan Umrah guna membahas besaran kuota yang akan diperoleh Indonesia. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Indonesia 

mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah haji pada tahun 2020 (Permadi et al., 

2022:4). Besaran kuota yang didapatkan ini tercantum dalam Keputusan Menteri 

Agama (KMA) No 121 tahun 2020. Kemenag yang telah menerima kuota sebesar 

221 ribu menjadi bahan bakar rasa optimis terkait keberangkatan haji di tahun 2020. 

Oleh sebab itu, Menag Fahrur membentuk tim manajemen krisis pada 9 April 2020. 

Tim ini didirikan berlandaskan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 392 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tim Manajemen Krisis 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020. 

Kehadiran tim manajemen krisis merupakan bentuk keseriusan Kemenag 

dalam penyelenggaraan haji di masa pandemi. Tim manajemen krisis berfungsi 

untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi. Tim 

membuat berbagai skema seperti pembatasan kuota, pemeriksaan kesehatan dan 

karantina, hingga beragam teknis layanan jemaah dalam konteks pandemi. Segala 

macam kebijakan yang diambil mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak 

terkait. Setiap keputusan juga secara berkala diberitahukan kepada publik melalui 

platform media massa. Kehadiran tim ini diharapkan  dapat membangun hubungan 

yang lebih baik dengan masyarakat dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang 

diambil. 

Guna mempersiapkan keberangkatan semaksimal mungkin, Ditjen PHU 

mengadakan berbagai rapat dan pertemuan. Tujuan pengadaan rapat digelar sebagai 

langkah koordinasi, konsultasi, penyamaan persepsi, sekaligus pematangan 

rencana, dengan berbagai pihak, mulai dari internal Ditjen PHU, Tim Manajemen 

Krisis, lintas kementerian/lembaga terkait, dan juga Komisi VIII DPR. Berikut 

struktur keanggotaan tim manajemen krisis di tahun 2020: 
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Tim Manajemen Krisis 2020 

 
Sumber: KMA 392 tahun 2020 

Selagi menunggu keputusan dan kepastian dari pemerintah Saudi, tim 

manajemen krisis menyusun Rencana Perjalanan Haji (RPH). Timeline RPH dan 

berbagai mitigasi keberangkatan disusun dalam beragam versi sembari menunggu 

kebijakan dibukanya akses e-Haj sebagai saluran penyediaan layanan haji 1441 

H/2020 M dari Pemerintah Arab Saudi. Selain itu, tim juga membuat opsi 

keberangkatan dengan rancangan sesuai dengan kouta yang telah diberikan oleh 

pemerintah Saudi, pembatasan kouta jemaah, serta pembatalan keberangkatan 

(Armansyah et al., 2021:272). 

Persiapan serta simulasi keberangkatan ibadah haji 2020 senantiasi dipikirkan 

secara matang oleh tim manajemen krisis. Hingga 1 Juni 2020, Kemenag belum 

juga menerima kepastian kapan dibukanya akses layanan haji pemerintah Saudi. 

(Latief et al., 2023) dalam bukunya memaparkan, untuk memberangkatkan 200 ribu 
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jemaah, maka jemaah haji gelombang pertama harus diberangkatkan sejak 26 Juni 

2020. Sehingga Menag memutuskan untuk melarang keberangkatan haji baik bagi 

jemaah kouta maupun furoda (Renta et al., 2023:4). Sementara di tahun 

bersangkutan karena adanya pembatalan maka diputuskan bila Bipih dapat diambil 

oleh jemaah yang tertunda keberangkatannya. 

Pasca batalnya keberangkatan ibadah haji, terjadi pergantian Menag di tahun 

2021. Yaqut Cholil Qoumas dilantik menjadi Menag baru menggantikan Fahrur 

Razi. Dalam hal ini, Menag Qoumas merombak tim manajemen krisis yang tahun 

2020 silam telah terbentuk. Namun tugas tim manajemen krisis tetap sama yakni 

mempersiapkan haji selaku hajatan umat muslim yang tidak hanya mendapatkan 

pelayanan di tanah air tapi juga saat di tanah suci. Dalam pertemuan pertama pada 

19 Januari 2021, Menag Qoumas meminta tim untuk segera menyiapkan rancangan 

scenario berserta konsekuensinya. Setelah tiga bulan bekerja tim memaparkan 

apabila memiliki 6 scenario keberangkatan. Dimana besaran kouta akan 

berpengaruh pada waktu serta biaya yang akan digelontorkan (Latief et al., 2023: 

13-15). Dalam rangka menjalankan protokol kesehatan, Kemenag mencetuskan 

isolasi jemaah dilakukan dengan  menyiapkan ruang transit di 13 embarkasi serta 

membenahi protokol kesehatan sehingga sesuai dengan yang dianjurkan oleh WHO 

(Latief et al., 2023:16).  

Setelah berbagai macam persiapan yang dilakukan hingga akhir Mei 2021, 

pemerintah Saudi tak kunjung memberikan kepastian terkait jumlah kouta kepada 

Indonesia. Bahkan dalam jurnal yang ditulis  Adjie & Warsito (2022: 349) 

memaparkan bila pemerintah Saudi malah menutup diri dari wisatawan 

internasional, hal ini dipahami sebagai bentuk KSA dalam melindungi warganya 

dari ancaman krisis kehatan yang lebih parah. Komisi VIII mendesak Kemenag 

untuk segera mengambil keputusan. Akhirnya diadakan pertemuan para 

stakeholder penyelenggara haji di Indonesia yang dihadiri oleh perwakilan anggota 

DPR Komisi VIII,  Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH serta organisasi 

eksternal perhajian. Setelah melalui kajian secara mendalam, Kemenag kembali 

mengambil langkah pembatalan yang dituangkan dalam KMA No 660 tahun 2021 

(Harahap et al., 2023: 135). 
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E. Komunikasi Krisis Kementrian Agama RI Pembatalan Keberangkatan 

Ibadah Haji 2020-2021 

Sebelum membahas lebih lanjut terkait komunikasi krisis dilakukan oleh 

Kemenag dalam pembatalan keberangkatan haji di masa pandemic covid-19, 

penulis akan memaparkan terkait alasan mengapa penundaan tersebut merupakan 

situasi krisis bagi Kemenag RI selaku lembaga yang mengelola haji di Indonesia. 

Dalam penundaan keberangkatan haji tahun 2020-2021, krisis yang dialami 

oleh Kemenag RI ialah krisis karena persepsi publik. Krisis ini sering disebut krisis 

public relation dan komunikasi, krisis ini seringkali muncul ketika  langkah yang 

diambil oleh organisasi tidak sesuai dengan harapan stakeholder terkait. Meskipun 

keputusan yang diambil oleh Kemenag RI merupakan langkah yang tepat untuk 

keselamatan serta kenyamanan jemaah. akan tetapi banyak memberikan respon 

negatif. Krisis reputasi ini timbul akibat timbul banyaknya opini negatif serta 

beredarnya berbagai hoax di kalangan masyarakat.  

Penundaan keberangkatan haji tidak hanya menimbulkan  persepsi negatif, 

akan tetapi miskomsepsi serta hoax. Salah satu  hoax yang muncul yakni 

penyelewengan pengelolaan dana haji yang dialokasikan ke penanganan Covid-19, 

Kemenag juga dianggap tidak lihai melakukan diplomasi dengan pemerintah Saudi 

karena munculnya informasi bahwa terdapat negara yang memperoleh kouta haji. 

Persepsi serta hoax negatif yang terus menerus timbul dan beredar akan membuat 

krisis bagi Kemenag karena mengancam reputasi. 

Guna mengantisipasi meminimalisir dampak negatif suatu krisis memerlukan 

manajemen krisis yang baik dengan mempersiapkan berbagai strategi dan taktik 

untuk mengatasi krisis tersebut (Kriyantono, 2015: 246). Dalam mengurangi 

dampak negatif yang semakin membesar dan menyelamatkan reputasi, Kemenag 

RI harus berhati-hati dalam mengambil keputusan salah satunya dengan memahami 

tahapan yang dilalui selama krisis. Berikut penerapan tahapan situasi krisis yang 

dilakukan Kemenag RI: 

1. Komunikasi Tahap Pra Krisis 

Sebelum timbulnya kericuhan berupa penolakan masyarakat terhadap 

keputusan pembatalan keberangkatan haji di tahun 2020 serta 2021. Kemenag RI 
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memutuskan untuk membentuk tim manajemen krisis sebagai  tanda keseriusan 

Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji di masa pandemi. 

Guna merespon hadirnya pandemi Covid-19 sebelum penyelenggaraan ibadah 

haji, Amir Hamza selaku salah satu anggota tim manajemen krisis memeparkan bila 

terbentuknnya tim ini masih berkutat pada persiapan keberangkatan haji di masa 

pandemi. Kemenag masih optimis terhadap adanya keberangkatan akibat telah 

menerima kouta haji serta melakukan proses pendataan serta verifikasi jemaah yang 

berangkat di tahun 2020. 

Kemenag Pastikan Persiapan Haji 2020 Terus Berjalan 

Sumber: kemenag.go.id 

Dalam Suparmo (2011: 130) menjelaskan bila tujuan dari pembentukan tim 

manajemen krisis ialah melakukan identifikasi permasalahan serta menentukan 

priortitas tindakan sewaktu krisis. Oleh karena itu, berikut pemaparan  Amnia 

Salma selaku statistisi Ahli pertama pada sub Bagian Humas dan Perencanaan 

mengenai tupoksi tim manajemen krisis. 

“Selaku tim manajemen krisis kemenag RI kami diamanahi  

untuk merencanakan design pelaksanaan haji di tahun pandemi, 

dengan mempersiapkan alur serta simulasi keberangkatan. 

Kemenag juga membuat kalkulasi kouta di masa pandemi karena 

Kemenag perlu memberlakukan treatment  khusus karena 

terdapat isolasi dan penerapan protokol kesehatan.”  
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Akibat adanya situasi pandemi, tentu saja jemaah akan mendapat 

perlakukan yang berbeda terutama dari segi protokol kesehatan. Dalam wawancara 

yang dilakukan penulis, Alam Agoga Hasibuan selaku Kepala Bagian Perencanaan 

dan Humas memaparkan tentang teknis yang akan dilalui jemaah haji bila terdapat 

keberangkatan haji di masa pandemi. 

“Karena dalam situasi pandemi tentu pemeriksaan kesehatan akan 

dilakukan dengan lebih ketat dan intens baik dari rumah jamaah, 

embarkasi, pesawat maupun selama berada di tanah suci. Sejak 

dirumah harus menyerahkan hasil pemeriksaan negative covid, 

sementara di embarkasi akan dilakukan isolasi sembari di cek 

ulang terkait keterjangkitan jemaah  terhadap Covid-19, setelah 

sampai di bandara Saudi akan di cek kembali. Apabila jemaah 

terkonfirmasi  positif, kemenag telah menyiapkan treatment  

tersendiri sementara apabila negative jemaah  akan 

diperkenankan melaksanakan ibadah haji.” 

Tim manajemen krisis masih optimis atas kemungkinan keberangkatan  haji 

di tahun 2020, sehingga guna melakukan pelayanan ibadah haji secara optimal di 

masa pandemi persiapan terus dikaji serta disimulasikan. Hingga tanggal 1 Juni 

2020, pemerintah Saudi belum juga memberikan mandatory serta kepastian akses 

layanan haji. Sementara Kemenag harus memberangkatkan jemaah sejak 26 Juni 

2020 pada gelombang pertama. Oleh sebab itu, dengan mengukur kemampuan dan 

sumber daya yang ada, Kemenag resmi mengumumkan Keputusan Menteri Agama 

(KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji 

pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M. 

Persiapan terus dikaji dan disimulasikan seiring waktu yang juga terus 

berjalan. Sampai 1 juni 2020, kepastian dibukanya akses layanan haji dari Saudi 

yang ditunggu tak kunjung ada informasi.padahal, timeline yang sudah disusun 

dengan kouta yang lebih dari 200 ribu maka jemaah haji sudah harus dimulai 

diberangkatkan ke Saudi pada 26 Juni 2020. Akhirnya, pemerintah berkesimpulan, 

rencana keberangkatan jemaah haji 2020 tidak lagi bisa dilakukan akhirnya 

Kementerian Agama secara resmi memutuskan untuk melakukan penundaan 

keberangakatan Ibadah Haji pada 2 juni 2020, yang diumumkan langsung oleh 

Menteri Agama Fachrul Razi. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul diterbitkannya 

Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang 
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Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Alam Agoga 

Hasibuan selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Humas memaparkan bila 

keputusan pembatalan haji merupakan suatu force majeur. 

Kemenag tidak berfikiran bila kehadiran pandemi akan 

berdampak sefatal ini, jadi dasarnya kita mengambil kebijakan ini 

adalah ketika KSA tidak memberikan kepastian. Ketika tidak ada 

kepastian operasional ibadah haji untuk negara lain dari arab 

Saudi, karena ini terkait dengan intensitas waktu, kita tidak 

mungkin memberangkatkan  haji apabila baru mendapatkan kouta 

satu minggu sebelum keberangkatan gelombang pertama. Karena 

ini  mendadak jadi keputusan ini dibuat atas landasan kondisional, 

karena Kemenag tidak mungkin memberikan ketidakpastian bagi 

calon jemaah  haji, kemenag sebagai eksekutor harus segera 

mengambilkeputusan. Dari keputusan itu kita melihat, membuat 

skema bila satu minggu arab Saudi belum membuka penerbangan 

internasional tentu kemenag tidak memiliki waktu yang cukup 

untuk melakukan persiapan, pembinaan dan pelayanan. Nah batas 

waktu dari KMA adalah tanggal 1 Juni 2020. Maksudnya bila 

sampai tanggal tersebut pemerintah Saudi belum membuka 

aksesnya, kemenag memutuskan untuk melakukan pembatalan 

keberangkatan di tahun bersangkutan. 

Sementara pada tahun 2021, Agung Nugroho menjelaskan bila di tahun 

bersangkutan pemerintah dapat langsung mengambil keputusan untuk menunda 

keberangkatan ibadah haji. Pertimbangan yang ditinjau oleh Kemenag RI yakni  

masih dalam situasi pandemi selain itu pemerintah Saudi belum mencabut 

penangguhan penerbangan internasional, menimbang di tahun sebelumnya Saudi 

tidak menerima jemaah  selain mukimin. Jemaah  yang berangkat di tahun 2021 

merupakan jemaah  yang tertunda keberangkatannya di tahun 2020. Berbeda 

dengan tahun 2020, maka kemenag tidak membuat list nama-nama jemaah  yang 

masuk list berhak lunas, terlebih kepastian kouta bergantung pada MoU dari 

pemerintah Arab Saudi. Oleh sebab itulah di tahun 2021 Kemenag hanya 

mengeluarkan KMA No 660. 

Prayudi (2016:215), memaparkan bahwasanya organisasi idealnya harus 

mempersiapkan diri serta membuat perencanaan sebelum krisis terjadi. Namun 

dalam komunikasi pra-krisis ini, Kemenag kurang melakukan persiapan terhadap 

adanya opsi pembatalan sehingga saat Kemenag memutuskan untuk menerbitkan 

keputusan pembatalan keberangkatan dugaan serta tanggapan negatif dari publik 
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kurang dipersiapkan secara matang. Padahal selaku lembaga negara yang diamanah 

dalam mengelola perhajian di Indonesia, Humas Kemenag RI harus 

mengkomunikasikan keputusan yang diambil kepada para stakeholder terkait 

dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berlanjut 

menjadi krisis lembaga karena adanya respon negative publik terutama bagi jemaah 

yang telah mengantri dalam waktu yang lama. 

2. Komunikasi Tahap Krisis 

Hidayah (2019:34) menjelaskan bila sebenarnya krisis yang seringkali 

menimpa Kemenag terkait penyelenggaraan haji acapkali bukan berasal dari 

internal Kementrian Agama karena dalam pengelolaannya penyelenggaraan ibadah 

haji merupakan government to government (G to G) antar pemerintah Indonesia 

serta KSA. Demikian pula krisis yang menimpa Kemenag pasca terbitnya 

keputusan pembatalan haji 2020-2021, hal tersebut hadir akibat ketidaksesuian 

antara harapan publik dengan realitas yang ada. 

Dengan  kemajuan teknologi memberikan kemudahan kepada publik untuk 

dapat secara aktif melakukan perbincangan, terlebih dalam situasi krisis publik 

dengan mudahnya dapat mengekspresikan opininya. Sementara itu, opini-opini 

publik negatif secara liar yang diposting dalam sosial media dapat menyebabkan 

degrasi kepercayaan terhadap lembaga bersangkutan. Dapat dilihat, gencarnya 

respon negatif publik pasca Kemenag memutuskan  penangguhan keberangkatan 

haji, topik tersebut menjadi bulan-bulanan masyarakat di berbagai sosial media 

salah satunya Twitter. 



47 

 

Haji Dibatalkan, Tagar #BalikinDanaHaji Muncul di Twitter  

Sumber: Tempo.co 

Pasca pembatalan keberangkatan haji tersebut hadir hastag  

#BalikinDanaHaji. Sementara pada tahun 2021 muncul hastag #MenagUnfaedah 

hal tersebut merupakan  bentuk kekecewaan masyarakat yang beranggapan bila 

keputusan Kemenag dinilai terkesan terburu-buru. Ditambah lagi terdapat 

kesalahpahaman DPR terkait Indonesia tidak mendapat kuota haji sementara 

terdapat 11 negara telah memperoleh kuota haji. Hal tersebut tentu disanggah 

melalui klarifikasi Essam Bin Abed Al-Thaqafi. 

Penyataan resmi dubes Essam 

 
Sumber: Datariau.com 
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 Ningsih & Prastya, (2020:187) memaparkan bahwa publik yang antusias serta 

kritis dalam melakukan pembahasan terkait topik haji tentu menjadikan berita 

mengenai haji sebagai komoditas yang menggairahkan. Saat pemerintah 

memutuskan untuk membatalkan haji tentu hal tersebut akan menjadi topik yang 

hangat di kalangan masyarakat hal tersebut membuat media secara massif 

mengangkat topik tersebut sehingga berkesempatan mendapatkan viewer serta 

algoritma yang besar . 

 Dalam situasi krisis, media sangat berdampak terhadap keberlangsungan 

krisis (Salma, 2017:53). Ketika suatu krisis terjadi dan sudah tersebar luaskan di 

media massa dan diketahui oleh hampir seluruh masyarakat, maka saat ini biasanya 

sering terjadi kesimpang siuran isu yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat 

bahkan menambah buruk situasi krisis. Jika pada masa ini institusi tidak cepat 

tanggap dalam pengendalian situasi dan para media mencari bukti dan pernyataan- 

pernyataan dari narasumber yang belum tentu tepat, maka krisis akan berkembang 

menjadi besar dan dapat melebar ke persoalan yang lainnya. 

 Kehadiran media relation sangatlah penting dalam situasi krisis (Setiadarma, 

2022:131). Apabila tercipta hubungan antara lembaga dengan baik maka institusi 

dapat melakukan publisitas secara optimal guna kepentingan organisasi terlebih 

sewaktu melewati kondisi krisis. Dalam situasi ini Kemenag berupaya memberikan 

informasi secara lengkap kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama calon 

Jemaah  Haji. Hal ini sudah dipersiapkan sebelum Kementerian Agama 

mengumumkan secara resmi ketentuan penundaan keberangkatan haji. 

 Sementara guna mencapai publisitas yang baik, Kemenag menjaga hubungan 

yang baik dengan petugas musiman yang dahulunya merupakan anggota Media 

Center Hajj (MCH). Dari hasil wawancara penulis bersama Agung, ketika dilanda 

hoax, pihak humas PHU akan secara aktif membuat counter melalui pressrealise 

yang kemudian menyebarkan bahan pemberitaan tersebut untuk diolah kembali 

serta dimuat oleh platform media. Alam memaparkan, guna mengoptimalkan 

hubungan yang baik dengan media, pihak humas PHU acapkali juga melakukan 

media gathering serta menyediakan media kit. 
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“Kemenag RI giat menggelar forum media gathering yang 

dihadiri oleh berbagai divisi yang terdiri atas Esselon I, salah 

satunya PHU. Dari sana kami akan membahas topik-topik 

tertentu, saat pembatalan keberangkatan haji kami melakukan 

konfersi pers.”  

Pasca mengumumkan pembatalan haji, Kemenag senantiasa melakukan  

media gathering. Penyelenggaraan konfersi pers merupakan salah satu 

langkah Kemenag dalam memberikan informasi guna menamfik spekulasi 

serta rumor yang dapat memperngaruhi persepsi publik.  

Selama keputusan penangguhan selama 2 tahun berturut, Kemenag secara 

konsisten melakukan siaran konferensi pers yang dimuat dari beberapa social media 

resmi Kementerian Agama yaitu Youtube dan Instragram. Kegiatan konferensi pers 

secara berkala sangat perlu dilaukan karena bertujuan untuk terus memberikan 

informasi sehingga tidak muncul kekurangan informasi dan muncul berita yang 

salah. 

Konfersi Pers Kementrian Agama Pembatalan Haji 2021 

Sumber: Youtube Kemenag RI 

Dalam penyampaian informasi sewaktu krisis,dibutuhkan sistem one gate 

communication melalui sebuah media center dengan satu orang juru bicara. Tugas 

juru bicara adalah memastikan media center 24 jam dibuka secepatnya, baik situasi 

sudah sampai ke publik atau belum (Kriyantono, 2015:252). Jadi organisasi harus 

senantiasi memantau perkembangan situasi dan menyiapkan rilis berita yang akan 

diterbitkan jika dan bila diperlukan.  
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Dalam komunikasi krisis, Kementerian Agama juga telah menunjuk Dirjen 

PHU telah menjadi juru bicara dalam penyampaian informasi kepada masyarakat 

dalam media massa dan dibeberapa kegiatan baik daring maupun luring untuk 

memberikan informasi-informasi yang telah dilakukan Kemenag terkait 

pembatalan keberangkatan jemaah haji. Alam memaparkan bila Dirjen PHU 

ditunjuk menggantikan Menteri Agama dalam menyampaikan informasi terkait 

penundaan keberangkatan haji kepada masyarakat. Keynote speaker juga 

berkontribusi dalam juga menindaklanjuti penanganan terhadap pemberitaan buruk 

atau pemberitaan yang tidak benar (hoax) seputar ketentuan penundaan 

keberangkatan Ibadah Haji yang terlanjur sudah tersebar luas di tengah-tengah 

masyarakat. 

Kemenag juga melakukan upaya komunikasi reputasi guna melindungi 

perusahaaan dari kritik-kritik spekulasi, yang biasanya muncul dari diskursus 

publik media massa. Karena dalam situasi krisis, informasi yang beredar sangatlah 

beragam. Guna menangkis informasi yang mungkin berujung misinformation 

bahkan hoax, Kemenag harus memberikan informasi yang valid, terbuka serta 

berimbang. 

Dalam rangka melindungi reputasi yang ada, Kemenag juga memaparkan bila 

telah mengupayakan persiapan semaksimal mungkin. Hal tersebut dimuat dalam 

infografis yang diterbitkan Kemenag yang memuat berbagai ikhtiar serta langkah-

langkah yang diambil Kemenag dalam persiapan  keberangkatan ibadah haji di 

tahun 2021. Diharapkan bila benar terdapat keberangkatan, jemaah akan merasa 

nyaman sehingga dapat menunaikan ibadah secara optimal. 
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Ikhtiar Pemerintahan Persiapkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442H/2021M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kemenagkabkediri.id 

3. Komunikasi Tahap Pasca Krisis: 

Setelah melewati berbagai krisis yang ada, di tahap pasca krisis ini umumnya 

organisasi melakukan tindakan guna memulihkan kerugian yang dialami oleh 

institusi. Saat pemulihan, perusahaan harus menghadapi hal-hal yang terkait dengan 

hukum, media, tekanan publik, dan litigasi. Tetapi, hikmah yang dapat diambil, 

yaitu perusahaan dapat melihat bagaimana suatu krisis akan timbul, bagaimana 

meghadapi krisis, dan memastikan krisis tidak akan pernah terulang lagi. 

Komunikasi pasca krisis yang dilakukan oleh kementerian agama melakukan  

follow up terus memperbarui segala informasi. Kemenag memastikan publik 

memperoleh informasi  yang berkaitan dengan penundaan kebarangkatan Ibadah 

Haji tahun 2020 dan 2020 di semua platform media sosial Kementerian Agama, dan 

memastikan segala informasi dapat diterima dengan baik. 

Komunikasi yang dilakukan Kemenag pasca pengumuman pembatalan 

keberangkatan ialah terus menerus melakukan follow up informasi terbaru di semua 

platform media social Kementerian Agama. Agung Nugroho menyampaikan, 

Kemenag  melakukan disenonsasi informasi kepada publik. 

“Jadi kemenag melakukan sosialisasi dengan mengundang 

KBIHU, PIHK,  serta opinion leader yang menjadi perwakilan 

jemaah gagal berangkat Program Jamarah (Jagong Masalah 

Umrah dan Haji) di Kankemenag Kab/Kota. Biasanya 
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narasumber yang memberi pemaparan ialah  Ditjen PHU Khoirizi 

maupun eselon 3 selaku  representasi devisi PHU.” 

 

Amnia menjelaskan dalam diskusi tersebut Kemenag memberikan pengertian 

kepada calon jemaah  haji bahwa pembatalan tersebut bukanlah keinginan 

kemenag. Namun karena Saudi selaku tuan ramah belum memberikan kepastian 

berupa penyerahan kouta kepada jemaah  internasional. Serta masih ditutupnya 

kemungkinan penerbangna maskapai dari Indonesia untuk mendarat ke tanah suci. 

Pasca pengumuman pembatalan keberangkan, Kemenag melakukan 

menyusun kerangka SWOT dalam upaya mengevaluasi kegiatan yang dilakukan 

selama menangani krisis yang terjadi Amir Hamzah menjelaskan bahwa 

Kementerian Agama sudah membuat bagan SWOT untuk mengetahui hambatan, 

kesulitan yang dihadapi Kementerian Agama dalam kondisi pandemi ini. 

Amnina menjelaskan, seminggu setelah terbitnya pembatalan keberangkatan 

ibadah haji, Pemerintah Arab Saudi secara resmi menerbitkan pengumuman 

penangguhan kehadiran jemaah internasional Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 

Juni 2021 memutuskan untuk memfokuskan diri untuk mempersiapkan diri untuk 

penyelenggaraan keberangkatan haji 2022.  Agung Nugroho menimpali dari hasil 

rincian SWOT  yang dilakukan oleh Tim manajemen krisis, Kemenag 

memaksimalkan protokol yang harus dipenuhi Kemenag di keberangkatan haji 

2022. 

Alam Agoga Hasibuan  menjelaskan bila penyelenggaraan ibadah haji di 

tahun 2022 tentu harus melalui protokol kesehatan yang lebih massif. Selain 

menerima vaksinasi meningitis, calon jemaah haji harus menerima 3 dosis vaksin 

Covid-19. Agung Nugroho menimpali, guna melaksanakan vaksinasi secara 

komprehensif Kemenag divisi PHU bersama Kemenkes menyelaraskan data dari 

aplikasi Peduli lindungi serta Siskohat yang nantinya akan disinkronkan dalam 

Siskohatkes. 

Siskohatkes terintegrasi dengan peduli lindungi untuk menghubungi 

kemenkes untuk melakukan konfirmasi mengenai jemaah  dengan NIK 

bersangkutkan apakah sudah melakukan vaksinasi sesuai anjuran WHO. Apabila 

jemaah  belum melakukan vaksinasi maka akan terdapat notifikasi. Sehingga 
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Kemenag Kabupaten akan menghubungi jemaah  yang bersangkutan untuk 

melakukan vaksin. Apabila jemaah  tidak memiliki penyakit komorbid, maka 

kemenag akan memberikan mandatori khusus ke Kemenkes untuk meminta  jemaah  

haji melakukan vaksinasi. 

Analisis SWOT Tim Manajemen Krisis Kementerian Agama 

 

 Sumber: Wawancara dengan Amnia Salma selaku salah satu angoota Tim 

Manajemen Krisis  2021 
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F. Strategi Pemulihan Reputasi Kemenag RI 

Dalam Imran (2017: 159) teori  IRT merupakan pengembangan dari teori 

apologia. Kasali (2005) menegaskan, sebelum mengambil langkah-langkah 

komunikasi untuk mengendalikan krisis organisasi perlu melakukan penetapan 

strategi, sementara itu dalam IRT ini, langkah yang diambil oleh institusi 

merupakan  strategi merestorasi persepsi yang dapat membuat citra di mata publik 

negatif dan menjatuhkan reputasinya (Kriyantono, 2017). Terdapat 5 langkah yang 

dapat dilakukan dalam penerapan teori ini yakni  denial, evasion of responsibility, 

reducing offensiveness of event, corrective action, mortification. 

Langkah awal yang diambil Kemenag ialah dengan melakukan evasion of 

responsibility. Dalam strategi ini Kemenag secara terus terang bila pembatalan 

keberangkatan haji di tahun 2020 dan 2021 diluar kendali Kemenag yang 

notabennya pelaku utama yang mengelola perhajian di Indonesia. Dalam hal ini 

Kemenag melakukan taktik good intentions dimana Kemenag sudah berupaya 

untuk mempersiapkan keberangkatan haji semaksimal mungkin meskipun akhirnya  

pemerintah Arab Suadi memutuskan untuk menangguhkan penerimaan jemaah 

internasional. Dalam hal ini Amnia Salma memaparkan bahwa Kemenag tetap 

optimis atas keberangkatan jemaah haji di tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2020, 

Kemenag sudah mempersiapkan berbagai hal seperti pembagian kouta, skema 

pelunasan, persiapan akamodasi transportasi serta asuransi selama di arab Saudi  

Tim advance  sudah berada di arab Saudi guna memastikan 

apakah persiapan sudah layak. Pemerintah Indonesia juga sudah 

mengomunikasikan pelelangan konsumsi  berupa katering  dan 

charter pesawat.  Dalam hal itu, Kemenag sudah secara aktif 

mempersiapkan diri menentukan berapa pesawat dan pesawat 

model mana yang akan dipakai. Saat itu Kemenag tinggal 

melakukan tanda tangan kontrak dan proses pembayaran.  

Dalam taktik good intentions, humas memahami bila keputusan organisasi 

diambil demi kepentingan publik. Alam Agoga Hasibuan memahami bila 

keputusan pembatalan keberangkatan haji 2020-2021 menimbulkan kekecewaan 

bagi publik, khususnya calon jemaah haji gagal berangkat. Namun Alam meyakini 

bila masyarakat dapat bersikap dewasa karena waktu itu tengah dilanda situasi 

pandemi.  
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“Saya yakin apabila di tahun 2021 masyarakat sudah lebih 

dewasa serta paham apabila kita sedang dalam situasi pandemic. 

Malahan masyarakat seeloknya mengerti apabila dilaksanakan 

ibadah haji Ketika covid sedang massif malah akan membawa 

mudhorot. Namun saya menyadari bahwa kekecewaan mesti ada, 

tetapi pastinya negara akan memberikan pemahaman bila 

keputusan yang ada merupakan upaya untuk melindungi 

warganya dari bahaya. Haji merupakan hajatan nasional, dengan 

memberangkatkan ratusan ribu jemaah  ke neraga lain, haji adalah 

event besar, sementara waktu itu situasi internasional sedang 

berkelud dengan pandemic. Jangankan pembatasan antar negeri, 

pembatasan antar provinsi saja sangat masih dilakukan. Jangan 

sampai haji malah menjadi episentrum penyebaran covid 19.” 

Selanjutnya kemenag melakukan strategi reduce the offensiveness  dengan 

memberikan kompensasi kepada jemaah gagal berangkat. Dalam hal ini Kemenag 

mempersilahkan calon jemaah untuk menarik setoran lunasnya. Hal tersebut sebagai 

bukti empati dan tanggung jawab kementerian agama dalam mengambil keputusan 

menunda keberangkatan Ibadah Haji selama dua tahun berturut-turut. Kemenag 

melakukan sosialisasi terkait prosedur serta syarat-syarat pengembalian  setoran 

lunas  serta mengunggah nya ke  website  informasi haji. 

 

Prosedur Permohonan Pengembalian Setoran Pelunasan BPIH 2021 

Sumber: kemenag.go.id 
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Dalam hal ini Amir Hamzah memaparkan bila pada situasi normal jemaah 

perlindungan kepada jemaah  dengan memberikan kewenangan kepada jemaah  

untuk mengambil uang pelunasannya. Akan tetapi, jemaah  tetap dapat 

mendapatkan prioritas keberangkatan di tahun berikutnya apabila pemerintah Saudi 

memberikan kouta haji. Ketentuan ini merupakan bentuk tepisan apabila 

pemerintah melakukan penyelewengan dana jemaah haji Indonesia. Selain itu, 

jemaah lunas tunda yang tidak menarik setoran akhir di tahun 2020 tidak perlu 

melakukan penyesuaian Bipih saat berangkat haji di tahun 2022 serta 2023.  

“Di tahun 2022 Kemenag dan DPR sepakat untuk menaikkan  

Bipih yang sebelumnya senilai Rp35,2 juta. Meski demikian 

jemaah lunas tunda tidak perlu menambah pembayaran Bipih 

yang naik, selisih BIPIH 2020 dan 2022 tidak akan dibebankan 

pada jemaah haji lunas tunda tahun 2020. Penambahan biaya akan 

dibebankan kepada alokasi Virtual Account. Jadi jemaah   yang 

tidak mengambil uang pelunasan hanya melakukan konfirmasi ke 

bank apabila pihak yang bersangkutan siap untuk berangkat di 

tahun berjalan, termasuk bagi jemaah  yang menyusul 

keberangkatan 2023.” 

Jemaah Lunas Tunda Tidak Perlu Tambah Biaya Haji 

Sumber: Liputan6.com 

Kemenag juga menerapkan mortification strategy. Strategi ini merupakan 

langkah untuk memperbaiki citra dengan mengemukakan permohonan maaf kepada 

publik. Dalam hal ini Kemenag mengakui serta meminta maaf kepada pihak-pihak 
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yang dirugikan. Setiap memutuskan penangguhan keberangkatan haji pada 2020 

serta 2021, Menag senantiasa mengungkapkan permohonan maaf di setiap 

konfrensi pers yang diadakan oleh Kementrian Agama RI. 

Dalam Konferensi pers saat mengumumkan ketentuan penundaan 

keberangkatan Ibadah Haji, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan 

rasa maaf kepada para calon jemaah  haji usia lanjut yang keberangkatannya yang 

terpaksa ditunda akibat pandemi Covid-19.  Selain itu, Menteri Yaqut juga 

mengucapkan terima kasih kepada ketua Komisi VIII DPR RI, Menteri Sekretariat 

Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan dan para pimpinan ormas Islam, 

NU, Muhammadiyah, MUI, serta seluruh masyarakat Indonesia yang ikut 

mengawal dan saling menjaga selama proses pengambilan keputusan terkait 

penundaan keberangkatan ibadah haji. 

Pernyataan maaf  serta ucapan terimakasih Menag 

sumber: kemenag.go.id 

Terakhir, guna memulihkan citra, Kemenag RI menerapkan strategi 

reducing offensiveness dengan menerapkan corrective action. Dalam strategi ini, 

organisasi berjanji untuk  mencegah krisis yang sama muncul di kemudian hari 

(Komala, 2022:108). Dalam hal ini, Kemenag mengupayakan keberangkatan 

ibadah haji di tahun 2022. Agung Nugroho  mengungkapkan, sebagai upaya untuk 

menjamin keamanan serta kenyamanan jemaah haji, Kemenag kembali 

mengelurkan KMA terkait pembentukan tim manajemen krisis. 

Di tahun 2022, kami berharap pandemi kian terkendali. Oleh 
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sebab itu Kemenag memutuskan untuk kembali membentuk tim 

manajemen krisis. Berbeda dengan tim sebelumnya, agar 

persiapan haji berjalan lebih matang Kemenag berkolaborasi 

dengan kementrian lain yang memang biasanya berperan aktif 

dalam mengatur penyelenggaraan haji di Indonesia. Jumlah 

anggota tim ini ialah  57 orang yang  terdiri atas pengarah, ketua, 

wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari berbagai 

unsur yakni Kemenag, Kemenkes, Kemenhub serta Kemenlu. 

Carolina et al. (2021:2)  menjelaskan, tim ditugaskan untuk mempersiapkan 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tahun 2022 serta berkoordinasi dengan 

pemerintah Arab Saudi terkait penerapan protokol kesehatan yang akan 

diberlakukan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan narasumber,  Alam Agoga 

Hasibuan  menjelaskan tim manajemen krisis melakukan koordinasi terkait 

pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan jemaah, pemberlakuan vaksinasi 

covid-19 serta protokol apa nantinya akan diterapkan dalam penyelenggaraan 

ibadah haji. 

Benoit (1997:177) menjelaskan bila teori yang ia cetuskan merupakan respon 

yang bertujuan untuk mengubah presepsi negatif publik melalui pesan presuasif 

sehingga krisis lekas berakhir. Agung Nugroho  selaku Kepala Bagian Perencanaan 

dan Humas Kemenag menyadari bahwa banyak muncul sentimet negatif bahkan 

hoax terhadap Kemenag pasca penundaan keberangkatan ibadah haji untuk itu 

humas mengemukakan berbagai respon untuk menangkis hoax yang beredar. 

Terakhir, Agung meyakini peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji 

dapat memulihkan reputasi yang sempat meredup akibat banyaknya hoax yang 

beredar.  

Banyak kekhawatiran jemaah terutama terkait penyelewengan 

dana haji, oleh sebab itu kami melakukan berbagai langkah untuk 

meyakinkan publik bila dana haji aman. Terakhir untuk 

menangkis segala hoax yang beredar Kemenag membuktikan 

dengan mendapatkan skor kepuasan diatas 90 % di 

penyelenggaraan haji 2022 
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Kepuasan Jemaah Haji 2022 

Sumber: bps.go.id 
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BAB IV 

ANALISIS KOMUNIKASI KRISIS DALAM  PEMBATALAN HAJI 

TAHUN 2020-2021 

A. Analisis Komunikasi Krisis Pembatalan Haji Tahun 2020-2021 

Kemunculan krisis dapat terjadi sewaktu-waktu, oleh karena itu perlu 

kiranya sebuah organisasi mempersiapkan diri akan hal tersebut. Selaku yang 

bertanggung jawab terhadap reputasi organisasi, praktisi public relations yang 

seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengelola krisis pada sebuah organisasi. 

Jika krisis yang terjadi pada organisasi tidak dapat dikelola atau tangani dengan 

baik dan tepat maka akan berdampak buruk terhadap repuatasi dan keberlanjutan 

organisasi itu sendiri.  (Zebua et al., 2021: 2).  

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan hasil temuan dan analisa mengenai 

Komunikasi Krisis Kemenag RI Divisi Humas Kementerian Agama RI guna 

memulihkan reputasi pasca pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020-

2021. Pembahasan ini akan dimulai dengan tahapan komunikasi krisis yang 

dilakukan oleh Kemenag RI. Dimana terlihat bahwasanya Kemenag kurang 

mempersiapkan diri disaat prakrisis, kemenag terlalu sibuk terhadap persiapan 

kemungkinan keberangkatan sehingga  opsi the worst scenario yakni kemungkinan 

pembatalan keberangkatan tidak dipersiapkan dengan matang. Dalam penelitian 

Wijayanto et al., (2022:160) disebutkan bila komunikasi pada tahap ini sangat 

penting karena menentukan baik keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam 

menghadapi suatu krisis.Maka tidak mengherankan bila di tahap krisis Kemenag 

cukup kesulitan mengelola krisis yang ada hingga harus meyakinkan calon jemaah 

haji yang gagal berangkat. Selanjutnya  penulis akan memaparkan strategi apa saja 

yang dilakukan oleh Kemenag untuk memulihkan reputasi dengan meninjau 

penerapan Image Restoration Theory (IRT).  

1. Komunikasi Tahap pra krisis 

Fase pra krisis merupakan waktu dimana sebelum terjadinya krisis. Biasanya 

publik bahkan organisasi belum menyadari adanya potensi yang mengancam 

organisasi. Penelitian  Zebua et al., (2021:4) menyebutkan bila pada tahap ini, 

idealnya organisasi harus memiliki informasi kepada stakeholder terkait adanya 
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potensi krisis. Komunikasi ini dilakukan guna membangun persepsi positif 

sehingga terciptanya citra dan reputasi yang baik bagi organisasi. Penelitian  

Wardiman & Amanah (2022:505) juga mendukung argument bila pada tahap pra 

krisis hendaknya organisasi sudah mempersiapkan  sehingga apabila krisis benar-

benar terjadi organisasi sudah memberitahu public dan stakeholder, oleh sebab 

memiliki  early warning tools merupakan hal yang penting bagi setiap organisasi. 

Tahap pra krisis, Kemenag tidak mempersipakan diri untuk menghadapi situasi 

yang akan datang.  Agung Nugroho menyampaikan bila Kemenag tidak memiliki 

crisis management plan, karena baru memikirkan langkah-langkah yang dialami 

setelah krisis datang.  Hal tersebut diakibatkan bila Kemenag beranggapan bila 

pembatalan haji merupakan force majeur. Alam Agoga Hasibuan mengungkapkan 

Kemenag tidak berfikiran bila kehadiran pandemi akan berdampak sefatal ini, jadi 

dasarnya kita mengambil kebijakan ini adalah ketika KSA tidak memberikan 

kepastian. 

Timbulnya rasa keterkejutan ini tidak hanya dialami oleh Kemenag RI. 

Kecenderungan  menyepelekan kemunculan krisis ini tidak hanya dilakukan oleh 

Kemenag RI, dalam penelitian  Wijayanto et al., (2022:155), pemerintah Indonesia 

kurang merespon dengan mengabaikan kemungkinan terjadinya krisis akibat 

pandemi didukung dengan penelitian Ahmad (2020: 225), ditemukan bila banyak 

pemimpin Indonesia yang kurang aware terhadap kemungkinan munculnya krisis 

begitu menyadari adanya krisis pemimpin kurang dapat merespon dengan sigap 

karena tidak memiliki rencana yang telah disusun sebelumnya. Sama halnya dalam 

penelitian Yanuar et al., (2022: 156) juga memaparkan bila hotel Kyriad Muraya 

tidak menyadari kemungkinan yang sekiranya akan timbul sehingga pihak hotel 

terkejut  oleh karena itu pihak manajemen belum memutuskan tindakan serta 

komunikasi apapun. Dalam penelitiannya, Ahmad (2020: 229) mengungkapkan 

bila lambanya pemimpin untuk mempersiapkan krisis ini hadir akibat pemimpin 

masih kaku pada peraturan yang ada sehingga tidak dapat mengambil keputusan 

secara cepat.  

Ahmad (2020:227) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa tim manajemen 

krisis diperlukan untuk mengambil serta menerapkan keputusan secara cepat 
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sehingga dapat mencapai hasil sesegera mungkin. Sementara dalam tim manajemen 

krisis yang dibentuk oleh Kemenag, tujuan utama yang ingin dicapai oleh Kemenag 

ialah melakukan keberangkatan. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh 

penulis dengan Amnia Salma. 

“Tujuan utama, yakni melakukan pemberangkatan. Jadi  rencana 

pembatalan baru ada Ketika ditengah-tengah. Karena 

pembatalan merupakan kesepakatan antar kemenag dan DPR, 

melihat situasi karena hingga waktu yang ditentukan, 

pemerintah Saudi juga belum memberikan kouta. Tentu 

kemenag tidak dapat memberangkatkan jamaah, padahal 

mandatory negara bersangkutan tidak berkenan menerima 

kedatangan kita.” 

Tim manajemen krisis masih optimis atas kemungkinan keberangkatan  haji 

di tahun 2020, sehingga guna melakukan pelayanan ibadah haji secara optimal di 

masa pandemi persiapan terus dikaji serta disimulasikan. Hingga tanggal 1 Juni 

2020, pemerintah Saudi belum juga memberikan mandatory serta kepastian akses 

layanan haji. Sementara Kemenag harus memberangkatkan jemaah sejak 26 Juni 

2020 pada gelombang pertama. Oleh sebab itu, dengan mengukur kemampuan dan 

sumber daya yang ada, Kemenag resmi mengumumkan Keputusan Menteri Agama 

(KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji 

pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M. Dalam penelitian Ahmad 

(2020:228) menyebutkan bahwa tim manajemen krisis seharusnya membahas 

potensi resiko yang kemungkinan muncul sekaligus meredam  krisis sehingga 

dampaknya tidak berkepanjangan, Berbanding terbalik dengan sikap Kemenag 

yang terlalu optimis sehingga tidak mempersiapkan scenario terburuk yakni opsi 

pembatalan sehingga  saat Kemenag memutuskan untuk menerbitkan keputusan 

pembatalan keberangkatan dugaan serta tanggapan negatif dari publik kurang 

dipersiapkan secara matang.  

2. Komunikasi Tahap Krisis 

Zebua et al., (2021:5), dalam penelitiannya menjelaskan bila pada masa 

krisis merupakan waktu yang paling krusial.  Hal tersebut dikarenakan segala 

tindakan dan komunikasi yang dilakukan akan berpengaruh pada reputasi serta 

eksistensi organisasi, oleh karena itu organisasi harus menerapkan strategi 

komunikasi yang tepat sewaktu krisis. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh 
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organisasi sewaktu situasi krisis ialah respon dari public terhadap krisis yang ada.  

Dalam penelitian Goeritman (2021: 12) disebutkan meski dapat membantu 

organisasi dalam penyebaran informasi, media social dapat menjadi boomerang 

saat terjadi krisis. hal tersebut dikarenakan kemungkinan beredarnya hoax karena 

seluruh pengguna dapat membuat serta menyebarkan konten sehingga konten yang 

diedarkan lemah secara kredibilitas sehingga rawan menjadi tempat penyebaran 

hoax. Kelemahan tersebut juga dirasakan oleh Kemenag sewaktu krisis, public yang 

kecewa terhadap pembatalan keberangkatan ibadah haji melontarkan opini negative 

dengan dalih ketidakpuasan terhadap kinerja kemenag. Namun disisi lain, dalam 

penelitian  Goeritman (2021:8), menyebutkan pula organisasi dapat memanfaatkan 

sosmed untuk penyebarluasan konten pada public karena dapat dengan mudah 

menjangkau pemirsa. Dalam tulisannya, disebutkan bila pemerintah India 

menggunakan fitur kolom komentar untuk berdialog dengan masyarakat sehinggga  

dapat memantau presepsi public sewaktu krisis. Hasil wawancara penulis dengan 

Agung Nugroho menyebutkan bila Kemenag melalui akun informasi haji gencar 

mengunggah konten di berbagai sosmed terutama di Instagram. Instagram dipilih 

karena dalam naungan META sehingga konten yang terupload di IG akan otomatis 

terunggah di facebook. selain itu, humas memanfaatkan fitur  Q&A untuk 

berinteraksi secara aktif dengan public. 

 Ketika suatu krisis terjadi biasanya sering terjadi kesimpang siuran isu yang 

dapat mempengaruhi persepsi masyarakat bahkan menambah buruk situasi krisis. 

Jika pada masa ini institusi tidak cepat tanggap dalam pengendalian situasi dan para 

media mencari bukti dan pernyataan- pernyataan dari narasumber yang belum tentu 

tepat, maka krisis akan berkembang menjadi besar dan dapat melebar ke persoalan 

yang lainnya. Dalam penelitian Prastya & Utami (2020: 164) dijelaskan bila 

Kemenag menerapkan prinsip segera dengan baik dengan mengunggah pernyataan 

resmi tak lama setelah Menag Fachrul Razy selesai menyampaikan pengumuman. 

Respon cepat merupakan upaya Kemenag dalam menjaga kredibilitas dengan 

konsisten menyatakan pesan yang seragam yakni Kemenag tidak memiliki waktu 

yang cukup untuk mempersiapkan keberangkatan karena Arab Saudi tidak segera 

memberi kepastian.  
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3. Komunikasi Tahap Pasca Krisis 

Tahapan komunikasi pasca krisis merupakan tahap akhir organisasi dalam 

menghadapi sebuah krisis.  Pendapat sama dikemukakan oleh Zebua et al., (2021: 

6) yang menyatakan bahwa dalam tahap ini organisasi belajar serta mengambil 

tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan reputasi yang sekiranya condong 

kearah negative akibat krisis. Komunikasi pasca krisis yang dilakukan oleh 

kementerian agama melakukan  follow up terus memperbarui segala informasi. 

Kemenag menerus melakukan follow up informasi terbaru di semua platform media 

social Kementerian Agama. Namun Kemenag harus memahami bahwa bila hanya 

dilakukan follow up di social media maka penyampaian informasi akan cenderung 

monolog dan satu arah. Hasil penelitian lain dikemukakan oleh Wijayanto et al., 

(2022: 154) menyebutkan bila komunikasi satu arah tidak efektif  dalam situasi 

krisis bahkan menimbulkan rasa tidak tidak percaya pada organisasi hal tersebut 

dikarenakan dalam komununikasi monolog tidak mewadahi keingintahuan serta 

kemauan public untuk berdiskusi. James Grunig selaku pakar humas dalam 

penelitian Wijayanto et al., (2022: 154) idealnya komunikasi antar organisasi  dan 

stakeholder harus dilakukansecara simetris dan dua arah sehingga saling 

menguntungkan antar dua belah pihak. Oleh karena itu Kemenag secara aktif 

mengadakan disenonsasi informasi kepada para calon jemaah haji di berbagai 

wilayah, hal tersebut disampaikan oleh Agung Nugroho selaku Kepala Bagian 

Perencanaan dan Humas Kemenag. 

“Jadi kemenag melakukan sosialisasi dengan mengundang 

KBIHU, PIHK,  serta opinion leader yang menjadi 

perwakilan jemaah gagal berangkat Program Jamarah 

(Jagong Masalah Umrah dan Haji) di Kankemenag 

Kab/Kota.” 

Amnia menjelaskan dalam diskusi tersebut Kemenag memberikan pengertian 

kepada calon jemaah  haji bahwa pembatalan tersebut bukanlah keinginan 

kemenag. Namun karena Saudi selaku tuan ramah belum memberikan kepastian 

berupa penyerahan kouta kepada jemaah  internasional. Serta masih ditutupnya 

kemungkinan penerbangan maskapai dari Indonesia untuk mendarat ke tanah suci. 

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenag tersebut bertujuan untuk memberikan  
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pemahaman kepada jemaah tentang keputusan yang diambil Kemenag bertujuan 

untuk memprioritaskan keselamatan jemaah. Sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Goeritman (2021: 6) dalam penelitiannya, pendekatan dialog 

akan lebih mudah diterima oleh public karena pemerintah dapat mendengarkan 

keluh-kesah serta kebutuhan public untuk itu pemerintah harus menyampaikan 

informasi secara valid dan terbuka. Untuk itu biasanya narasumber yang dihadirkan 

oleh Kemenag ialah pemateri yang kompeten di Ditjen PHU seperti Khoirizi 

maupun eselon 3 yang menjadi representasi serta menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh para jemaah perwakilan yang menghadiri sosialisasi yang diadakan 

oleh Kemenag. 

B. Strategi Pemulihan Reputasi Pembatalan Haji Tahun 2020-2021 

Dalam penundaan keberangkatan haji tahun 2020-2021, krisis yang dialami 

oleh Kemenag RI ialah krisis karena persepsi publik. Krisis ini sering disebut krisis 

public relation dan komunikasi, krisis ini seringkali muncul ketika  langkah yang 

diambil oleh organisasi tidak sesuai dengan harapan stakeholder terkait. Meskipun 

keputusan yang diambil oleh Kemenag RI merupakan langkah yang tepat untuk 

keselamatan serta kenyamanan jemaah. akan tetapi banyak memberikan respon 

negatif. Krisis reputasi ini timbul akibat timbul banyaknya opini negatif serta 

beredarnya berbagai hoax di kalangan masyarakat.  

Penundaan keberangkatan haji tidak hanya menimbulkan  persepsi negatif, 

akan tetapi miskomsepsi serta hoax. Salah satu  hoax yang muncul yakni 

penyelewengan pengelolaan dana haji yang dialokasikan ke penanganan Covid-19, 

Kemenag juga dianggap tidak lihai melakukan diplomasi dengan pemerintah Saudi 

karena munculnya informasi bahwa terdapat negara yang memperoleh kouta haji. 

Persepsi serta hoax negatif yang terus menerus timbul dan beredar akan membuat 

krisis bagi Kemenag karena mengancam reputasi. Dalam penelitian Syam & Kurnia 

(2024: 744) disebutkan bila reputasi perusahaan bergantung pada persepsi 

stakeholder termasuk dalam bagaimana cara organisasi mengatasi krisis yang 

sedang dihadapi. Oleh karena itu, penulis memilih teori restorasi image karena 

dalam gagasannya, teori Benoit ini berisikan upaya komunikasi yang dilakukan 
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oleh organisasi yang bertujuan untuk mengubah presepsi public yang kurang baik, 

serta mengurangi respon ofensif yang dituntut oleh public. 

Langkah awal yang diambil Kemenag ialah dengan melakukan evasion of 

responsibility. Dalam hal ini Kemenag melakukan taktik good intentions dimana 

Kemenag sudah berupaya untuk mempersiapkan keberangkatan haji semaksimal 

mungkin meskipun akhirnya  pemerintah Arab Suadi memutuskan untuk 

menangguhkan penerimaan jemaah internasional.   Dalam hal ini Amnia Salma 

memaparkan bahwa Kemenag tetap optimis atas keberangkatan jemaah haji di 

tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2020, Kemenag sudah mempersiapkan berbagai hal 

seperti pembagian kouta, skema pelunasan, persiapan akamodasi transportasi serta 

asuransi selama di arab Saudi  

Tim advance  sudah berada di arab Saudi guna memastikan 

apakah persiapan sudah layak. Pemerintah Indonesia juga sudah 

mengomunikasikan pelelangan konsumsi  berupa katering  dan 

charter pesawat.  Dalam hal itu, Kemenag sudah secara aktif 

mempersiapkan diri menentukan berapa pesawat dan pesawat 

model mana yang akan dipakai. Saat itu Kemenag tinggal 

melakukan tanda tangan kontrak dan proses pembayaran.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Habiyah et al. (2021: 11) menyatakan bahwa 

taktik good intentions merupakan sikap organisasi yang berupaya menunjukkan 

itikad baik untuk mengatasi krisis yang ada. Hasil penelitian lain dikemukakan oleh   

Habiyah et al., (2021: 12) menyebutkan bahwa taktik good intentions merupakan 

langkah organsiasi ini meyakinkan public bila  krisis tersebut berasal dari luar, 

namun organisasi telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan 

serta kenyamanan stakeholder sehingga menumbuhkan mutual understanding antar 

keduanya. Namun dalam penggunaan taktik ini, terdapat catatan yang harus 

diperhatikan oleh organisasi, dalam penelitian Cooper (2015:19) menyebutkan bila 

organisasi harus memilih diksi secara hati-hati karena bila pernyataan itikad baik 

tersebut kurang sesuai maka public akan meragukan  kredibilitas dari seluruh 

pernyataan yang dilontarkan oleh organisasi. Dalam hal ini Kemenag menerapkan 

taktik good intentions secara baik karena terbuka dengan langkah apa saja yang 

telah diupayakan untuk mempersiapkan keberangkatan haji. 
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Selanjutnya kemenag melakukan strategi reduce the offensiveness  dengan 

memberikan kompensasi kepada jemaah gagal berangkat.  Taktik Compensation 

merupakan taktik mempertahankan citra dengan cara memberikan ganti rugi 

(Prastya & Utami, 2020: 161).  Dalam penelitian Habiyah et al., (2021: 12 ), 

dinyatakan bahwa kompensasi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab serta 

empati organisasi terhadap public yang dirugikan, dalam hal ini Kemenag 

mempersilahkan calon jemaah untuk menarik setoran lunasnya.  Dalam hal ini Amir 

Hamzah memaparkan bila pada situasi normal jemaah perlindungan kepada jemaah  

dengan memberikan kewenangan kepada jemaah  untuk mengambil uang 

pelunasannya.  Pengaplikasian taktik ini merupakan strategi Kemenag untuk menepis 

hoax yang beredar jika pemerintah menyelewengkan dana jemaah. Kemenag secara 

terbuka memaparkan sosialisasi pengembalian dana di website informasi haji. 

Kompensasi lain yang diberikan Kemenag terhadap jemaah gagal berangkat yakni  

tidak menerapkan penyesuaian BPIH yang naik pada 2022 serta 2023 kepada jemaah 

yang tidak menarik setoran akhir pada keberangkatan haji 2020. 

“Di tahun 2022 Kemenag dan DPR sepakat untuk menaikkan  

Bipih yang sebelumnya senilai Rp35,2 juta. Meski demikian 

jemaah lunas tunda tidak perlu menambah pembayaran Bipih 

yang naik, selisih BIPIH 2020 dan 2022 tidak akan dibebankan 

pada jemaah haji lunas tunda tahun 2020. Penambahan biaya akan 

dibebankan kepada alokasi Virtual Account. Jadi jemaah   yang 

tidak mengambil uang pelunasan hanya melakukan konfirmasi ke 

bank apabila pihak yang bersangkutan siap untuk berangkat di 

tahun berjalan, termasuk bagi jemaah  yang menyusul 

keberangkatan 2023.” 

Kemenag juga menerapkan mortification strategy. Strategi ini merupakan 

langkah untuk memperbaiki citra dengan mengemukakan permohonan maaf kepada 

publik. Penelitian Cooper (2015) menyatakan permintaan maaf merupakan taktik 

yang bijaksana karena organisasi menerima kesalahan secara terbuka serta tidak 

bermaksud untuk menyembunyikan fakta bahwa Toyota telah melakukan 

kesalahan. Permintaan maaf ini merupakan cara organisasi untuk jujur dan terbuka 

sehingga dapat meredam persepsi negative baik dari media maupun public.  Dalam 

hal ini Kemenag mengakui serta meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan. 
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Setiap memutuskan penangguhan keberangkatan haji pada 2020 serta 2021, Menag 

senantiasa mengungkapkan permohonan maaf di setiap konfrensi pers yang 

diadakan oleh Kementrian Agama RI. Dalam Konferensi pers saat mengumumkan 

ketentuan penundaan keberangkatan Ibadah Haji, Menteri Agama Yaqut Cholil 

Qoumas mengungkapkan rasa maaf kepada para calon jemaah  haji usia lanjut yang 

keberangkatannya yang terpaksa ditunda akibat pandemi Covid-19.  Hasil 

penelitian Syam & Kurnia (2024: 744) menyebutkan bila permintaan maaf 

merupakan salah satu taktik komunikasi krisis terutama apabila keputusan yang 

diambil organisasi merugikan pihak eksternal, disini Kemenag mengungkapkan 

permohonan maaf terutama kepada jemaah lansia dikarenakan para jemaah tersebut 

merasakan kerugian imateriil terbesar karena belum mendapatkan kepastian 

berangkat di usia senja. Selain itu, Menag juga menyampaikan terimakasih pada 

pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan keberangkatan serta pihak yang ikut 

andil mengawal Kemenag dalam mengambil keputusan. 

  Terakhir, guna memulihkan citra, Kemenag RI menerapkan strategi 

reducing offensiveness dengan menerapkan corrective action. Hasil penelitian yang 

dilakukan  Cooper (2015: 17) mengungkapkan Tindakan korektif merupakan 

strategi terkuat dan paling efektif karena organisasi mengakui kesalahan secara 

terbuka serta berusaha bertanggung jawab penuh terhadap dampak negative yang 

ditimbulkan dengan ini organisasi membranding diri kepada public bila memiliki 

etos yang positif.  Suprayitno & Widiastuti (2023: 156) dalam hasil penelitiannya 

mengungkapkan bila tindakan korektif dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi 

serta melakukan perubahan sehingga peristiwa krisis yang terjadi tidak akan 

terulang. Dalam hal ini, Kemenag mengupayakan keberangkatan ibadah haji di 

tahun 2022. Agung Nugroho  mengungkapkan, sebagai upaya untuk menjamin 

keamanan serta kenyamanan jemaah haji, Kemenag kembali mengelurkan KMA 

terkait pembentukan tim manajemen krisis. 

Di tahun 2022, kami berharap pandemi kian terkendali. Oleh 

sebab itu Kemenag memutuskan untuk kembali membentuk tim 

manajemen krisis. Berbeda dengan tim sebelumnya, agar 

persiapan haji berjalan lebih matang Kemenag berkolaborasi 

dengan kementrian lain yang memang biasanya berperan aktif 

dalam mengatur penyelenggaraan haji di Indonesia. Jumlah 
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anggota tim ini ialah  57 orang yang  terdiri atas pengarah, ketua, 

wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari berbagai 

unsur yakni Kemenag, Kemenkes, Kemenhub serta Kemenlu. 

Carolina et al. (2021:2)  menjelaskan, tim ditugaskan untuk mempersiapkan 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tahun 2022 serta berkoordinasi dengan 

pemerintah Arab Saudi terkait penerapan protokol kesehatan yang akan 

diberlakukan. Penelitian Zebua et al., (2021: 6) memaparkan corrective action 

dilakukan organisasi untuk  memperbaiki dan menjaga citra mereka agar kembali 

baik seperti sebelum krisis dengan cara menjanjikan perbaikan layanan dan 

pemberian sanksi tegas kepada pengguna yang melanggar aturan. Dalam 

wawancara yang dilakukan dengan narasumber,  Alam Agoga Hasibuan  

menjelaskan tim manajemen krisis melakukan koordinasi terkait pemeriksaan 

kesehatan yang akan dilakukan jemaah, pemberlakuan vaksinasi covid-19 serta 

protokol apa nantinya akan diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Penelitian ini mendiskusikan komunikasi krisis yang dilakukan Kementerian 

Agama dalam mempertahankan reputasinya pasca penerbitan keputusan 

pembatalan haji di tahun 2020-2021. Peneliti menemukan Kementrian Agama 

sudah melakukan tahapan komunikasi krisis secara tepat dengan membentuk tim 

manajemen krisis yang nantinya akan bertugas untuk menyiapkan rancangan 

keberangkatan haji di masa pandemi. Akan tetapi sayangnya di tahap pra krisis ini, 

Kemenag tidak melakukan persiapan untuk menghadapi kemungkinan pembatalan 

keberangkatan haji. Namun sewaktu krisis, Kemenag berupaya untuk semaksimal 

mungkin mempersempit information gap yang dialami publik melalui media 

relation berupa konfrensi pers. Sementara itu di masa pasca krisis Kementerian 

Agama melakukan evaluasi dengan membuat analasis SWOT serta melakukan 

disenonsasi informasi secara berkelanjutan kepada publik. 

 Guna mempertahankan reputasi yang ada Kemenag menerapkan beberapa 

taktik Image Restoration Theory dengan melakukan permohonan maaf kepada 

publik,  good intentions dengan mengupayakan persiapan rancangan keberangkatan 

ibadah haji meskipun akhirnya pemerintah Saudi menangguhkan keikutsertaan 

jemaah internasional serta memberikan kompensasi dengan mengizinkan jemaah 

untuk melakukan penarikan setoran awal dan tidak membebankan biaya kenaikan 

Bipih kepada jemaah lunas tunda yang berangkat di tahun 2022 serta 2023.  

Maka dapat disimpulkan bahwa aspek paling dominan dalam mendukung 

hasil penelitian ini adalah tahapan komunikasi masa krisis yang berkesinambungan 

dengan strategi respons yang dilakukan Kementerian Agama. Kemenag melakukan 

respon cepat dalam meluruskan segala berita hoax yang beredar di masyarakat baik 

bekerja sama dengan media serta melakukan sosialisasi terus menerus. Kemenag 

juga secara sigap berkomitmen untuk mempersiapkan keberangkatan haji dengan 

baik sehingga dapat mendapatkan kepuasan yang tinggi pada keberangkatan haji di 

di tahun 2022. 
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B. Saran 

Saran teoritis adalah diharapkan penelitian selanjutnya lebih mendalami 

konsep manajemen krisis, hubungan masyarakat (PRs), humas pemerintah dan 

publik saja. Namun dapat dikembangkan dan diperdalam dengan menggunakan 

metode penelitain serta teori yang lain sesuai kebutuhan penelitian agar dapat 

menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Meneliti komunikasi krisis suatu 

instansi atau perusahaan memang perlu teori dan metode yang tepat agar penelitian 

dilakukan secara lebih mendalam dan terperinci agar mendapat hasil yang 

maksimal. 

Rekomendasi praktis bagi Kementerian Agama yang paling utama ialah 

membuat  SOP khusus komunikasi krisis. Dengan Crisis Management Plan (CMP), 

Kemenag dapat lebih matang dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari situasi 

krisis. Selain itu, Kemenag harus mempertimbangkan adanya kemungkinan 

terburuk serta mempersiapkan tanggapan kepada publik jika telah berada dalam 

situasi krisis. 
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Jakarta, ………….. 2023 

DRAFT WAWANCARA KOMUNIKASI KRISIS KEMENTERIAN 

AGAMA RI UNTUK MEMULIHKAN REPUTASI PASCA PEMBATALAN 

KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI TAHUN 2020-2021 

Nama    : 

Umur   : 

Jabatan  : 

No Hp/Whatsapp Yang Bisa Dihubungi: 

Pembatalan haji 

1. Apa saja dampak dari pembatalan haji bagi kemenag RI?  

Skor kepercayaan publik di tahun bersangkutan (dibandingkan dengan tahun 

sebelum dan sesudah)? 

(hasil monitoring media dan media sosial saat pembatalan haji 2020 dan 2021?) 

(hoax yang beredar saat pembatalan haji 2020 dan 2021?) 

2. Apakah kemenag sudah bersiap atas respon negative masyarakat ketika 

memutuskan melakukan pembatalan haji?  

Apa saja langkah dan strategi yang diambil untuk mengurangi kontra dan hoax dari 

masyarakat? 

Tim Manajemen Krisis 

1. Apakah kemenag membentuk tim krisis pembatalan haji? 

2.  saja tugas dan fungsi dari tim krisis? 

3. Siapa saja yang terpilih menjadi bagian dari manajemen krisis? 

4. Dalam berita yang beredar,tim krisis hanya merencanakan keberangkatan di masa 

pandemi secara rinci, namun rencana alternatif pembatalan tidak terlalu dijelaskan 

jadi bagaimana Langkah yang diambil tim manajemen krisis bila terjadi pembatalan 

haji? 

5. Adakah perbedaan antara tim krisis 2020 dan 2021? 

Mengingat mentri serta ditjen PHU yang menjabat di kemenag mengalami 

reshuffle? 

6. Apakah kemenag memiliki platform gugus kendali/ crisis center? 
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7. Apakah kemenag memiliki crisis management plan sebelum terjadinya krisis? 

8. Sudahkah kemenag memberikan pelatihan kepada PR officer (PRO) untuk 

menghadapi situasi krisis? 

Keynote speaker 

1. Siapakah yang dipilih menjadi keynote speaker? 

2. Pemilihan keynote speaker berdasarkan apa? 

3. Apakah keynote speaker sudah di briefing sebelum diwawancarai oleh wartawan 

maupun ketika door stop? 

4. Bagaimana  upaya kemenag agar pernyataan terkait pembatalan haji satu suara? 

5. Bagaimana strategi kemenag untuk meminimalisir miskomunikasi baik antar 

pegawai maupun lembaga yang mengurus perhajian di Indonesia? 

Media relation 

1. Sebelum munculnya krisis pandemi, apakah kemenag memberikan pelatihan cara 

melakukan media relation sewaktu situasi krisis? 

2. Apa saja yang dilakukan oleh kemenag dalam media relation? 

3. Bagaimana upaya kemenag dalam  mengendalikan informasi yang beredar? 

4. Apa saja upaya kemenag dalam monitoring media saat krisis tengah  terjadi? 

5. Apa hasil monitoring media pasca pembatalan haji 2020 dan 2021? 

Langkah apa yang diambil kemenag berdasarkan hasil monitoring media yang telah 

dilakukan? 

Evaluasi 

1. Apa saja hasil evaluasi kemenag dalam pembatalan haji di tahun 2020 dan tahun 

2021? 

2. Bagaimana implementasi dan pembelajaran yang dilakukan kemenag setelah 

evaluasi 2020 sehingga pembatalan 2021 lebih matang dan lebih minim kontra dari 

masyarakat? 

3. Apa saja langkah yang diambil kemenag untuk mengembalikan reputasi dan 

kepercayaan masyarakat yang kontra terhadap pembatalan haji? 

4. Pembelajaran apa saja yang kemenag ambil pasca pembatalan haji? 

Adakah reformasi/ upgrade yang dilakukan kemenag sehingga lebih siap dalam 

menghadapi krisis di masa yang akan datang? 
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5. Setelah terkonfirmasi KSA tidak menerima jemaah  haji internasional di tahun 2021 

serta pasca kemenag memutuskan secara mandiri pembatalan haji, Langkah apa 

yang dilakukan kemenag selanjutnya? 
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